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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru, Pal 4, Mentok 3_3351
TEIEDUMFax.{OH 6} 7323033, Web.bp2rd.bangkabaratkab.go.id, email : bpprd.bangkabarat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR : 188.4/ O /SK/BP2RD/2024

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,
Menimbang : a  pahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

b. bahwa sebagai penjabaran dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis
(RENSTRA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, perlu disusun

dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
2026;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b diatas perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten
Bangka Barat Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan -.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor :
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan :
Rencana Pembangunan Daerah; 3

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, i
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun
2016 Nomor 2, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran |
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2, Seri D};

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4, Seri E
TambahanLembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8):

12. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat

Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala Badan ini.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Dikituk KESATU

mempunyai tugas yaitu :

a. mengumpulkan data dan informasi serta menelaah aturan
terkait Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENJA SKPD);

b. menyusun Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENJA SKPD) lingkup Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran
2026 sesuai tahapan dan tata cara Penyusunan Renja;

c. mempertanggungjawabkan pelaksanan tugas kepada pimpinan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

itetapkan di Mentok
Pada tanggal 4 Desember 2024
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Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat

Nomor : 188.4/ of [SK/BP2RD/2024

Tanggal : L Desember 2024

Tentang : Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA}
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2026

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2026
NO JABATAN KEDUDUKAN
1. | Kepala Badan Penanggungjawab
2. | Sekretaris Ketua
3. | Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Wakil Ketua
4. | Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Wakil Ketua
Pemeriksaan
S. | Kepala Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Wakil Ketua
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sekretaris
7. | Kasubbag Umum dan Perlengkapan Anggota
8. | Kasubbid Pendataan Pajak Anggota
9. | Kasubbid Penilaian dan Penetapan Pajak Anggota
10. | Kasubbid Penagihan Pajak Daerah Anggota
11. | Kasubbid Keberatan dan Pemeriksaan Pajak Anggota
Daerah
12. | Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi Anggota
13. | Kasubbid Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Anggota
_/ Ditetapkan di Mentok
Pada tanggal { Desember 2024
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KATAPENGANTAR

Puji syukur tak henti-hentinya kepada Allah SWT karena berkat bimbingan-Nya Rancangan Awal
Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat telah
dapat diselesaikan penyusunannya.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini wajib dimiliki oleh setiap Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) baik Rencana Kerja awal sebagai permulaan maupun penyempurnaannya, Rencana Kerja ini disusun
dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik lingkungan interal maupun ekstemal yang
paling berpengaruh dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan retribusi daerah. Adapun Rencana Kerja
ini memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu)
tahun kedepan (Tahun 2026) .

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkal Daerah Tahun 2026 terdiri dari program rutin maupun
program strategis disertai dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang mengacu kepada Keputusan Menteri
Dalam Negeri  Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta RENSTRA Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat 2021 - 2026

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dan diharapkan dapat

bermanfaat dan sebagai acuan dimasa yang akan datang

ih(‘lentok. & Desember 2024
EPALA, /"

“~

MIWANI, S.E
PEMBINA TK. UIlVb
NIP. 198008242006042026
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DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja SOTK dan
Kewenangan Perangkat Daerah
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4  Sistematika Penulisan

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Semester |
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu4su Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah
24  Review RENSTRA Terhadap Rancangan Awal (RENJA)
25 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BABIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
31 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
3.4  Strategi dan Kebijakan
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Tabel 2.3.1

Tabel 24.1

Tabel 3.2.1

Tabel 3.2.2
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DAFTAR TABEL

Capaian Realisasi Program Keglatan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusl Daerah Tahun 2024 (Semester )

Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Semester |
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 Per 30 Juni 2024
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 Per 30 Juni 2024

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 Semester | Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2023

Diagram Matrik SWOT Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat

Review RENSTRA Terhadap Rancangan Awal Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Tahun 2026

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2026 Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026

Rincian Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Refokusing Anggaran TA. 2026
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1.1,

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
ini Pagu Rancangan Awal RENJA Tahun 2026 terkait proyeksi kemampuan penganggaran untuk
perencanaan pembangunnan di Tahun 2026 serta memperhatikan realisasi anggaran per Kegiatan tahun
2024 serta Anggaran Tahun 2024 Semester 1, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan ini
menyampaikan Pagu Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Organisasi
Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan.

Adapun fungsi utama dari Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai
turunan dari Rencana Strategis yang telah disusun dan dijadikan Peraturan Bupati sebelumnya yang mana
Renja yang hendak dikelola ini merupakan Rancangan Awal tahun 2026 penganggaran yang nantinya akan
menjadi Renja 2026 yang akan dilaksanakan selama tahun 2026

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata car
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja juga mengatur tentang dokumen rencana
yang memuat program dan kegiatan yang diperiukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Program
dimaksud dijabarkan sesuai dengan kebijakan perangkat daerah yang berisi kegiatan-kegiatan pendukung
guna menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcame) suatu program.

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini memuat 2 (dua) Program
dan menjadi 8 Kegiatan dan 43 Sub Kegatan ini yang akan berproses menjadi Rencana Kerja Anggaran
(RKA) induk OPD Tahun Anggaran 2026 yang menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomeor 050.5889 Tahun 2021

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat 2025 tidak terlepas dari RENSTRA selama 5 (Lima) tahun

yaitu tahun 2021-2026. Adapaun Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Tema
5
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1.2,

Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu“Memantapkan Kemajuan infrastruktur yang berwawasan
lingkungan dan kemandirian keuangan daerah serta terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera
dan bermartabat” guna mewujudkan prioritas pembangunan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat yaitu

Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;
Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup;

Peningkatan Investasi Sektor Unggulan Daerah; serta Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif:

1
2
3.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Landasan Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah
a. Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah *

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421) :

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 fentang Perubahan Kedua

| atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

6
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b.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016 Nomor 2, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 fentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2,
SeriD);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4, Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Bangka Barat bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah
Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka
Barat berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2023 terdiri dari :

1. KepalaBadan
2. Sekretariat, terdiri dari:
a.  Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pendataan Pajak
b. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, terdiri dari :
a. Sub Bidang Penagihan Pajak
b. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak
¢. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengolahan Data
b. Sub Bidang Evaluasi PAD
¢. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT)
Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat dibentuk

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT) sesuai kebutuhan. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT) pada
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati,
Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut :
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1. Sekretariat
1.1. Tugas
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

program badan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,
hubungan masyarakat dan surat menyurat badan, protokol serta pembuatan laporan badan.

1.2, Fungsi
Sekretariat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaporan kegiatan Badan:
b. Pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
. Pengelolaan urusan keuangan Badan;
d. Pengelolaan urusan kepegawaian Badan;
e. Pengelolaan urusan umum, hubungan masyarakat dan surat menyurat badan.

sy e

o

1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, yang bertanggungjawab kepada
Sekretaris dan mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana formasi, mutasi dan pengembangan karir pegawai;
Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan;
Melaksanakan pemeliharaan, mengurus barang inventaris Badan;
Mengelola administrasi kepegawaian dan memelihara dokumen kepegawaian: i
Mengelola surat menyurat, kearsipan dan menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan rapat-
rapat;
f. Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor,
g. Menyusun laporan kegiatan pada sub bagiannya;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,

° a0 o

2.  Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan
2.1 Tugas
Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang
Pendataan, Penilaian dan Penetapan,
2.2 Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan mempunyai
fungsi :
a.  Pendataan, penilaian, penetapan dan pemutakhiran yang berkaitan dengan pajak daerah;
b.  Menyusun rencana kerja bidang;
. Menatausahakan pendataan, penilaian, penetapan dan pemutakhiran pajak daerah.

1) Sub Bidang Pendataan Pajak
Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak yang mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dalam hal pemutakhiran dan pendataan seluruh pajak
daerah; .
. Menyusun rencana kegiatan pendataan potensi seluruh pajak daerah;
d. Menyusun rencana kegiatan validasi dan pemutakhiran potensi seluruh pajak daerah;
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8. Menyelenggarakan penatausahaan hasil pendataan, validasi dan pemutakhiran seluruh pajak
daerah;

f. Melakukan pemutakhiran peta Sistem Informasi Geografis (SIG);

g. Melakukan penertiban objek pajak daerah;

h.  Menyelenggarakan penatausahaan penilalan dan penetapan pajak daerah;

I.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bidang Penilalan dan Penetapan Pajak
Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak yang mempunyai tugas :
a.  Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
b. Melakukan penilaian dan penetapan seluruh potensi pajak daerah;
C. Menyusun draft peraturan tentang Nilal Jual Objek Pajak (NJOP) Bumli dan Bangunan;
d.  Melakukan verifikasi dan penghitungan terhadap ketetapan pajak;
| e. Menerbitkan dokumen yang berkaitan dengan ketetapan dan penagihan pajak;
f.
g
h
I
.

Mengadministrasikan buku penjagaan peta wilayahidesa, peta blok dan peta zona nilai tanah;
Melaksanakan rekonsiliasi data penetapan dan penerimaan pajak daerah;
Menyelenggarakan penatausahaan penilaian dan penetapan pajak daerah;

Melakukan koordinasi dengan UPT;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan
3.1 Tugas
Dipimpin oleh Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas melaksanakan urusan di Bidang
Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan,
3.2 Fungsi
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan yang berkaitan dengan pajak
daerah;
b. Menyusun rencana kerja bidang;
¢. Menatausahakan Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan pajak daerah.
1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
Dipimpin oleh Kepala sub bidang Penagihan Pajak Daerah yang mempunyai tugas :
Menyusun rencana kerja sub bidang;
Melaksanakan penagihan pajak daerah;
Mengkoordinir penyampaian, penagihan dan penyetoran pajak daerah;
Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah;
Melaksanakan usulan penghapusan piutang;
Melaksanakan administrasi penyitaan objek pajak daerah dan tindak lanjutnya;
Melaksanakan penatausahaan penagihan pajak daerah;
Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan dana
bantuan keuangan propinsi;
Melakukan verifikasi penerimaan pajak daerah;
J.  Melaksanakan penyusunan draft surat perintah penyitaan terkait penagihan aktif;
k. Membuat surat pencabutan perintah melakukan penyitaan;

9
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Melakukan rekonsiliasi hasil penagihan pajak daerah;
m. Melakukan koordinasi dengan UPT;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bidang Keberatan dan Pemerlksaan Pajak Daerah
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan yang mempunyai fugas
Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
Menyelesaikan keberatan, pengurangan dan pengangsuran pembayaran seluruh pajak
daerah;
Melaksanakan penatausahaan keberatan, pengurangan dan banding yang digjukan wajib
pajak;
Melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak daerah;
Melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap objek pajak daerah;
Melakukan koordinasi dengan UPT;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

a.
b.

-~ o o

g.

4. Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.1 Tugas
Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas
kedinasan yang menyangkut urusan Pengolahan Data, Pembinaan SKPD yang mempunyai
Pendapatan Asli Daerah dan Evaluasi PAD.
4.2 Fungsi
Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :
a. Mengolah Data dan Evaluasi PAD yang berkaitan dengan pajak daerah;
b. Menyusun rencana kerja bidang;
¢. Menatausahakan pengolahan data dan evaluasi PAD
1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :

a.

Melakukan perekaman data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2);

Menyusun rencana kerja Sub Bidang;

Melakukan pemeliharaan master file, back up, recovery data, perangkat lunak dan
perangkat keras serta media komputer;

Memproduksi data keluaran berupa Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen
Bangunan (DBKB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Pemberitahuan
Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar/Lebih bayar (SKPDKBILB), Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), SKPD Nihil, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak
(DHKP), SK pemberian  Pengurangan, SK penyelesaian  keberatan, SK
Pembetulan/pembatalan hasil pembetulan serta data keluaran lainnya yang diperlukan;
Melaksanakan pembatalan SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB/LB, SKPDKBT, SKPD Nihil,
DHKP, SK pemberian pengurangan, SK penyelesaian keberatan, SK
Pembetulan/Pembatalan hasil pembetulan berdasarkan permohonan dari wajib pajak;
Melakukan penatausahaan restitusi dan kompensasi pajak daerah;
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1.3

2. Menyelaraskan R

g. Menghimpun data piutang pajak daerah;

h.  Mengkoordinir penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah;

i. Melaksanakan koreksi data;

j. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan penyetoran pajak daerah;
k. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan daerah;

. Menyusun laporan penerimaan daerah dan laporan piutang;

m. Melakukan koordinasi dengan UPT;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
DI pimplin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas :
a. Mengkoordinir segala penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
baik pajak daerah maupun retribusi daerah;
. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
. Menyusun laporan evaluasi PAD secara berkala;
. Melaksanakan pembinaan terhadap SKPD penghasil penerimaan daerah;
. Mengevaluasi seliap penerimaan PAD;
Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi laporan Bendahara Penerimaan di setiap SKPD
terkait pengelolaan PAD;
g. Menetapkan target terkait PAD,
h. Melakukan koordinasi dengan UPT,
.
Je

o0 a0 oo

Melakukan sosialisasi peraturan pajak daerah;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang

tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan..

6. Sub Koordinator
Sub Koordinator melaksanakan tugas tambahan dalam penyusunan rencana,pelaksanaan dan

pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada
masing-masing pengelompokan uraian tugas.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah
Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu.

Maksud dan Tujuan
Adapun maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 yaitu untuk memenuhi amanat Pasal 143
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni sebagal pedoman Perangkat Daerah dalam

menyusun RKA Perangkat Daerah serla:
1. Menjabarkan Rencana Strategis Kabupaten kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Jangka

Pendek (1 tahun)
encana Strategis Kabupaten dengan Pelayanan Perangkat Daerah, usulan

kinerja tahun lalu menjadi Rencana Stategis Perangkat Daerah
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Sedangkan tujuan Penyusunan dari Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Sebagal acuan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam
melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026.

2, Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,

3. Menjamin Pemanfaatan sumber daya secara terukur, efektif dan efisien.

4. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP).

5. Terciptanya sinkronisasi, sinergitas dan integritas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat 2026 adalah sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, landasan hukum, susunan organisasi dan tata kerja SOTK
dan kewenangan perangkat daerah, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai semester |, Analisis kinerja
pelayanan perangkat daerah, isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, review terhadap rancnagan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat

BABIII TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja
Perangkat Daerah, program dan kegiatan serta strategi dan kebijakan

BAB [V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berupa program
dan kegiatan serta pagu yang dianggarkan

BABV PENUTUP

Bab ini diuraikan tentang catatan penting yang peru diperhatikan dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
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Capaian Kinerja Sasaran secara umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini merupakan gambaran laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan
Daerah Kabupalen Bangka Barat

pada tahun sebelumnya untuk pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya.

Evaluasi

Pelaksanaan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun Anggaran 2024 sampai dengan

semester | (Pertama),

21,

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Semester |

Pada tahun 2024 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan
seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab-nya yang telah diperoleh hasil capaian kinerjanya,

Adapun rangkuman terhadap hasil evaluasi kinerja sasaran yang telah dicapai dalam penetapan kinerja tahun 2024
sampai dengan semester | adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk  mewujudkan  pelaksanaan program  ini  dialokasikan  anggaran  sebesar
Rp. 7.532.080.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.975.850.151.- terdiri dari 5 Kegiatan dan 24
Sub Kegiatan dengan realisasi fislk 45,45 persen dengan Predikat Kinerja Sangat Rendah dan realisasi
keuangan 39,51 persen dengan Predikat Kineria Sangat Rendah yang diarahkan untuk terpenuhinya
Kebutuhan Penunjang Pemerintah Daerah dan hasil yang dicapai adalah Terlaksanannya Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Tersediannya jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah, Terlaksananya pemeliharaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah dan
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk  mewujudkan  pelaksanaan  program  ini  dialokasikan  anggaran  sebesar
Rp. 1.107.135,000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 107.292.656.- dengan realisasi fisik 38,05
persen dengan Predikat Sangat Rendah dan realisasi keuangan 9,69 persen dengan Predikat Kinerja Sangat
Rendah yang diarahkan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat

Tabel 21.1
Capaian Realisasi Program Kegiatan Pada BP2RD Tahun 2024
(Semester I)

nunsan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah
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Secara umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat belum
melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai indikator kinerja program dan kegiatan tahun
2024 sampai dengan Semester |, rata-rata capaian kinerja progam dan kegiatan pada tahun 2024 dicapai
dengan kategor sangat rendah. Hasil pencapaian target terhadap masing-masing indikator kinerja program
dan kegiatan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.2
Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai Semester |
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

300.000,00

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/ Semesteran
SKPD

300.000,00

0,00

300.000,00

100,00%

Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

300.000,00

0,00

300.000,00

100,00%

Penyediaan Gaji & Tunjangan
ASN {Insenhf Non ASN atas

Fenyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

5.485.000.000,00

300.000,00

2.048.505.788,00

0,00

3.436.494.212,00

62,66%

o0 | 10000%

300.000,00

100,00%

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

300.000,00

0,00

300.000,00

100,00%

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

300.000,00

0,00

300.000,00

100,00%

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja

300.000,00

0,00

0,00%

300.000,00

100,00%

SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

300.000,00

0,00

0,00%

300.000,00

100,00%

14

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

25| Kepegawalan, |

Padlaan Komponen

i F ~erangkal Daerah Gy : iz ‘.: !
Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepagawalan 300.000,00 238,000,00 79,33 62.000,00 | 79,33%
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan 300.000,00 245.000,00 8167 55.000,00 | 81,67%
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 300.000,00 224.000,00 74,67 76.000,00 | 74,67%

ye - Sura

Instalasi Listrik/Penerangan 6.500.000,00 3.081.700,00 51,36% 2.918.300,00 | 44,90%
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan

e gk Kaaker 20,000,000,00 0,00 0,00% 20.000.000,00 | 100,00%
ikl 1100000000 | 173000000 | 2163% | 627000000 | 57.00%
Ezﬁia” Bahan Logiatk 91.176.00000 | 1470350000 | 22.97% 49.296.500,00 |  54,07%
Penyediaan Barang Cetakan 70.500.000,00 | 1470050000 | 58,84% 10.290.500,00 |  14,60%
dan Penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang- 3.000.000,00 540.000,00 18,00% 2460.000,00 | 82,00%
undangan

Penyediaan Bahan Materal 110.160.00000 |  47.90750000 | 39,92% 72.002.500,00 |  6544%
Penyelenggaraan Rapat

Kooadnes an Kot 350.00000000 | 12528746000 | 46.40% | 14471254000 | H135%
SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis 300,000,00 0,00 0,00% 300.000,00 | 100,00%

Dipindai dengan CamScanner

2000.00000 | 13000000 | 650% 1870.00000 |  93,50%
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi 000000 | 12013010300 | 3212% |  253.860.697.00 | 6577%
Sumber Daya Air dan Listrik 386.000.000,
Penyediaan Jasa Peralatan 16.000.00000 | 4.370.100 87.40% 629.90000 | 3.94%
dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan 145218000000 | 592.500.000,00 | 5170% |  553.590.00000 | 48,05%
Umum Kantor
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i*Pamer tahan'Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

0,00

0,00

0,00%

0,00

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

8.100.000,00

0,00

0,00%

8.100.000,00

100,00%

Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

15.000.000,00

0,00

0,00%

15.000.000,00

Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Perencanaan Pengelolaan
Pajak Daerah

5.000.000,00

197.200.200,00

1,230.000,00

0,00

24,60%

0,00%

3.770.000,00

197.200.200,00

Analisa dan Pengembangan
Pajak Daerah serta
Penyusunan Kebijakan Pajak
Daerah

5§9.020.000,00

0,00

0,00%

59.020.000,00

Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Pajak Daerah

46.400,000,00

0,00

0,00%

46.400.000,00

100,00%

Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Pajak
Daerah

60.000.000,00

0,00

0,00%

60.000.000,00

100,00%

Pendataan dan Pendaftaran
Objek Pajak Daerah

115.653.500,00

20.159.300,00

24,99%

60.494.200,00

5231%

Pengolahan, Pemeliharaan dan
Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah

72.771.100,00

9.273.500,00

12.74%

63.497.600,00

87,26%

Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)

6.200.000,00

0,00

0,00%

6.200.000,00

100,00%

Penetapan Wajib Pajak

10.200.000,00

0,00

0,00%

10.200.000,00

100,00%

Pelayanan dan Konsultasi
Pajak Daerah

0

0,00

0,00%

0

100,00%

Penelitian dan Verifikasi Data
Pelaporan Pajak Daerah

135.945.800,00

68.593.856,00

50,46%

67.351.944,00

49,54%

Penagiahan Pajak Daerah

184.511.000,00

3,620.000,00

1,96%

180.891.000,00

88,04%

Penyelesaian Keberatan Pajak

11.500.000,00

249,000,00

217%

11.251.000,00

97,83%

Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan

22.234.000,00

4.977.000,00

22,38%

17.257.000,00

77,62%

dan Pengawasan Pajak Daerah

Pembinaan dan Pengawasan

311.329.400,00

420.000,00

0,13%

318.959.400,00

102,45%

Pengelolaan Retribusi Daerah

16

B Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Bulan Juni (Semester ) tahun
2024 terealisasi sebesar Rp. 3.083.142.807,- atau sebesar 35.69 persen dari target yang ditetapkan sebesar
Rp. 8.968.481.000,- tidak termasuk Pendapatan Transfer dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Reallsas| Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024
Per 30 Juni 2024

Jumlah Pajak Daerah 29.156.787.500,00 10.181.232.954,00 34,92%
Retribusi Daerah 7.709,140.000,00 2.973.856.582,00 38,58%
Jumlah Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan 3.800.000.000,00 6.844.661.601,09 175,50%
Pendapatan Transfer . - -
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 29.500.000.000,00 12.144.710.136,20 41,17%

AR LA 4 57490 AR TR
32.144,8071,209,2Y 4, | 5%

ndap: 70:265:927:500.00

Adapun realisasi penerimaan pajak asli daerah pada tahun 2024 sampai dengan semester | dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.4
Realisasl Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2024 Per 30 Juni 2024

Pajak Hotel 105.787.500,00 26.073.827,00 | 24,65%

Pajak Restoran 2.961.000.000,00 781.400,169,00 | 26,39%
Pajak Hiburan 70.000,000,00 11.189.325,00 | 1598%
Pajak Reklame 500.000.000,00 134.640.631,00 | 56,93%
Pajak Penerangan Jalan 15.000.000.000,00 6.864.209.419,00 | 45,76%
Pajak Mineral Bukan Logam lainnya 1.500.000.000,00 93.900.617,00 | 6,26%
Pajak Parkir 20.000.000,00 2,600.000,00 [ 13,00%
Pajak Air Tanah 250.000.000,00 55.705.215 | 22,28%
Pajak Sarang Burung Walet 800.000.000,00 173.365.850,00 | 21,42%
Pajak Bumi dan Bangunan 6.300.000.000,00 961.565.001,00 | 15,26%
Pajak BPHTB 1.650.000.000,00 1.079.712.700,00 | 65,44%
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Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat

telah menetapkan 2 (dua) target kinerja yang akan dicapal di Tahun 2024, untuk selanjutnya akan dilakukan
pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024 agar diketahui hasilnya setelah
Tahun Anggaran 2024 berakhir, Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Badan Pengeloaan Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.5

basaran:Strategls

Capalan Kinerja Organisasi Tahun 2023

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusl Daerah

Indikator Kinerja

| argel

[STanun'202€

Capalan

Tahun'2023%|

Far -;-...,'||..L'_|__

Capalan

Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP
Akuntabilitas  Kinerja | Badan Pengelolaan e
Badan Pengelolaan | Pajak dan Retribusi 17.50 7145 9240% Sangat Tinggl
Pajak dan Retribusi | Daerah
Daerah
Persentase temuan
hasil pemeriksaan yang 100% 100% 100% Sangat Tinggi
ditindaklanjuti
Meningkatnya Derajat Otonomi Fiskal
Kemandirian Daerah o,
Finansial Pemerintah 943 8,37 97,44 Sangat Tinggi
Daerah

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah (OPD) berdasarkan indikator kinera
dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis
dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan pengelolaan pajak dan retribusi
daerah digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan
sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai fugas pokok dan fungsi serta
kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat.

Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur
penunjang Urusan Keuangan di bidang pendataan, penilaian dan Penetapan, bidang penagihan, keberatan
dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai
pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bangka
Barat Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Pajak dan Refribusi Daerah.

Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai pembantu
Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dalam bidang Pendataan, Penilaian dan
Penetapan, bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Keberatan serta bidang Pengolahan Data dan

Evaluasi PAD.
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Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2026

Nilai Evaluasi
SAKIP Badan
Meningkatnya | Pengelolaan | o0 | 2588 | 7600 | 7650 | 7675 | 7700 | 7750 | samr | 7588 | 7115 | 714
Akuntabilitas | Pajak dan : : : ' ' )
Kinerja Badan | Retribusi
Pengelolaan | Daerah
Pajak dan Persentasa
Retribusi temuan hasil
Daerah pemeriksaan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
yang
ditindaklanjuti
Meningkatnya
Kemandifian | Derajat
Finansial Ofonomi Fiskal | 8,17% | 678% | 86m% | 9.22% | 9,39% | 9,38% | 943% | 8.07% | 678% | 0,44 | 837
Pemerintah Daerah
Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu
kondisi’kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu
strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat
kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Meskipun sudah tercapai
kemajuan pada bidang pelayanan pembayaran pajak daerah, masih ada permasalahan yang dihadapi seperti
bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan dalam kondisi pendanaan pemerintah
daerah yang terbatas. Permasalahan pelayanan pembayaran pajak daerah ini diindikasikan oleh belum
memadainya kenyamanan serta kepuasan pengguna jasa, baik dari kondisi sarana dan prasarana, sumber
daya manusia, manajemen operasional dan pelayanan maupun kualitas penegakan hukum.

Hal yang membedakan antara isu strategis dan permasalahan adalah (i) isu strategis lebih melihat ke
depan, sedangkan permasalahan adalah kondisi yang terjadi saat ini, (i) permasalahan bersifat negatif
(weaknesses), sedangkan isu strategis selain dapat bersifat negatif, dapat pula bersifat peluang
(opportunities) yang harus direbut, atau tantangan (threats) yang harus diantisipasl, atau kekuatan (strengths)

yang harus dioptimalkan.

19

B Dipindai dengan CamScanner

STETSL TS



https://v3.camscanner.com/user/download

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi intemal (strenghts and weaknesses) dan kondisi
eksternal (opportunities and threats) yang melekat pada penyelenggaran fugas dan fungsi Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat disimpulkan antara laln :

A. Analisa Lingkungan Internal (ALI)
> Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dimiliki
dan merupakan kelebihan organisasi secara internal. Kekuatan Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah :

*  Memiliki perencanaan strategis sebagal acuan dalam pelaksanaan fupoksinya

= Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan

perundang-undangan baik umum maupun pengelolaan pendapatan daerah

= Adanya sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dagerah Kabupaten
Bangka Barat

*  Sistem Penarikan pajak cukup jelas
* Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja bidang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Bangka Barat
> Kelemahan (Weakness)
Kelemahan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, baik
kelemahan yang bersifat intemal maupun eksternal, adapun kelemahan yang dimiliki Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat. Pemnasalahan dalam
pelaksanakan tugas fungsi pengelolaan pendapatan antara lain :
* Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan pendataan, penyuluhan dan monitoring
 Belum optimalnya jumlah dan kualitas pegawai.
* Banyaknya sarana dan prasarana penunjang yang sudah tidak update lagi dengan teknologi baru
* Akses Teknologi digital yang belum merata
¢ Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah
* Manajemen kurang baik
« lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
* Belum adanya PPNS dan Juru Sita Pajak untuk menghitung dan melaksanakan sanksi tegas
terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak
B. Analisa Ligkungan Eksternal (ALE)
> Peluang (Opportunity)
s  Adanya kesadaran membayar pajak daerah
*  Masih ada potensi pajak yang belum tergali
e  Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat
=  Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan ke wajib
pajak
= Semakin terbukanya akses stakeholder guna mengevaluasi kinerja/pelayanan Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat
=  Kerjasama dengan pihak swasta dan instansi vertical dalam pengelolaan pajak daerah
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> Tantangan (Threath)

s  Cakupan wilayah potensi yang cukup luas

e  Rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi;

*  Adanya usaha untuk menghindari melakukan pembayaran pajak
e Tuntutan terhadap mutu pelayanan

+  Situasi ekonomi dan penganggaran yang tidak stabil

Tabel 2.3.1

Diagram Matrik SWOT Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Bangka Barat

(S) STRENGHTS (KEKUATAN)

(W) WEAKNESS (KELEMAHAN)

INTERNAL

EKSTERNAL

Memiliki ~ perencanaan  stralegis
sebagai acuan dalam pelaksanaan
tupoksinya

Tersedianya pedoman, prosedur dan
tata laksana kerja yang jelas dalam
bantuk peraturan perundang-undangan
balk umum maupun pengelolaan
pendapatan daerah

Adanya sumber daya aparatur,
anggaran, sarana dan prasarana yang
mendukung dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Bangka Barat

Sistem Penarikan pajak cukup jelas
Adanya koordinasi yang baik antar unit
kerja bidang pada Badan Pengelolaan
Pajak dan Refribusi Daerah Kabupaten
Bangka Barat

e Terbatasnya Anggaran untuk
pelaksanaan pendataan,
penyuluhan dan monitoring

e Belum optimalnya jumlah dan
kualitas pegawai.

e Banyaknya sarana dan
prasarana penunjang yang
sudah tidak update lagi dengan
teknologi baru

e Akses Teknologl digital yang
belum merata

e Kurangnya kepekaan daerah
dalam menemukan keunggulan
budaya dan potensi asli daerzh

o Manajemen kurang baik

e lemahnya pengawasan atas
pelaksanaan pemungutan
pajak daerah dan refribusi
daerah

« Belum adanya PPNS dan Juru
Sita Pajak

L

(0) OPPORTUNITIES (KESEMPATAN)

Adanya kesadaran membayar pajak
daerah

Masih ada potensi pajak yang belum
tergali

Adanya tuntutan pelayanan yang lebih
baik bagi masyarakat

Era globalisasi dan kemajuan Iptek
yang menuntut perkembangan sistem
pelayanan ke wajib pajak

Semakin terbukanya akses stakeholder
guna mengevaluasi kinerja/pelayanan
Badan Pengelolaan Pajak dan
Refribusi Daerah Kabupaten Bangka
Barat

Kerjasama dengan pihak swasta dan
instansi vertical dalam pengelolaan
pajak daerah

STRATEGI SO

* Memperbaiki perencanaan

Meningkatkan  pelayanan  serta
memberikan penyuluhan kepada wajib
pajak

Mengavaluasi kinerja dan pelayanan

STRATEGIWO
» Meningkatkan anggaran guna
peningkatan kuzlitas pelayanan
kepada wajib pajak
» Memperbaiki kualitas SDM
e Meningkatkan  disiplin  dan
motivasi kerja

« Menggali potensi dan
meningkatkan  potensi  pajak
daerah yang sudah ada
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(T) TREATS (ANCAMAN) STARTEGI ST STRATEGI TW
Cakupan wilayah potensi yang cukup | « Penegakan peraturan daerah kepada | » Meningkatkan kesadaran dan
luas wajib pajak secara tegas pemahaman wajib
Rendahnya kesadaran masyarakat | » Meningkatkan koordinasi dengan unit | pajak/masyarakat akan
Waijib Pajak dan Retribusi; kerja bidang serta pihak swasta dan pentingnya pajak daerah
Adanya usaha untuk menghindari instansi verfical untuk pengelolaan | « Mengoptimalkan sumber daya
melakukan pembayaran pajak pajak daerah aparatur, anggaran, sarana dan

» Tuntutan terhadap mutu pelayanan e Meningkatkan mutu pelayanan kepada | prasarana yang ada

Situasi ekonomi dan penganggaran wajib pajak
yang tidak stabil

Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, terdapat empat kelompok strategi dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan analisis
SWOT, sebagai berikut :

A. Strategl yang menggunakan kekuatan untuk mencapal atau meraih peluang (Strategi SO)
1. Memperbaiki perencanaan
2. Meningkatkan pelayanan serta memberikan penyuluhan kepada wajib pajak
3. Mengevaluasi kinerja dan pelayanan
B. Strategi yang menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang (Strategi WO)
1. Meningkatkan anggaran guna peningkatan kualitas pelayanan kepada waijib pajak
2. Memperbaiki kualitas SDM
3. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja
4, Menggali potensi dan meningkatkan potensi pajak daerah yang sudah ada
C. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukan ancaman (Strategi ST)
1. Penegakan peraturan daerah kepada wajib pajak secara tegas
2. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja bidang serta pihak swasta dan instansi vertical untuk
pengelolaan pajak daerah
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak
D. Strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukan ancaman (Strategi WT)
1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajakimasyarakat akan pentingnya pajak daerah
2. Mengoptimalkan sumber daya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang ada
Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi maupun program kegiatan prioritas yang dilaksanakan
oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 antara lain :
1. Kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dalam menunjang keuangan daerah
2. Digitalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
3. Penegakan hukum terhadap penunggakan pajak
4. Pengembangan Teknologi Informasi Penatausahaan Pendapatan Daerah

24,  Review RENSTRA Terhadap Rancangan Awal (RENJA)
Sebagaimana program dan kegiatan urusan Pemerintahan yang telah tertuang dalam Rancangan
Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026, setelah melalui
pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang akan menjadi garapan di
tahun 2026 diperlukan perubahan/ penyesuaian atas Ranwal RKPD dimaksud yang merupakan Rencana
Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pgjak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat Tahun
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2026. Program dan Kegiatan masih berpedoman kepada rencana Strategis yang disusun oleh Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 berdasarkan
RENSTRA OPD Tahun 2021-2026.

Sebagaimana program dan kegiatan urusan penunjang bidang pendapatan daerah yang telah
tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat
tahun 2026, setelah melalul pertimbangan analisa kebutuhan program dan keglatan serta anggaran yang
akan menjadi garapan di tahun 2025 diperlukan perubahan/penyesuaian atas Rancangan Awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud yang merupakan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2025. Program dan Kegiatan masih
berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah:. Review terhadap rancangan awal
RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran berikut :
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Tabel 2.4.1
Review RENSTRA Terhadap Rancangan Awal Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat TA. 2026

B8 Dipindai dengan CamScanner

NO. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
PROGRAM LOKASI — PAGU INDIKATIF PROGRAM LOKASI PAGU INDIKATIF
TARGET
OUTPUT e OUTPUT CAPAWN

URUSAN URUSAN
PENUNJANG PENUNJANG
PEMERINTAL 10.310.000000 | et 10.713.840.450
DAERAH KAB/KOTA DAERAH KAB/KOTA

Perseniase Persentase

Peningkatan 3,54% Peningkatan 34%
PROGRAM BP2RD Pajak Daerah PROGRAM Pajak Daerah

4 | PENGELOLAAN ia 1300000000 | PENGELOLAAN BP2RD KAB. Lo
PENDAPATAN ' Peteiilss L PENDAPATAN BABAR Pariantass e
BABAR ersen S

DAERAH Peningkatan 203% DAERAH Peningkatan 9 84

Retribusi - Retribusi ’

Daerah Daerah
PROGRAM PROGRAM

P
PENUNJANG gporp | Persentase PENUNJANG - C;"pﬁ;m
URUSAN Capaian Kinerja URUSAN BP2RDKAB. | P2 o i nn
2 | PEMERINTAHAN o, Perangkat 1% 9010000000 | pepERINTAHAN | BABAR gl .992.320.000
BABAR Perangkat
DAERAH Daerah DAERAH Daerah
KABUPATEN/ KOTA KABUPATEN/ KOTA
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REVISI RENSTRA 2026 RANCANGAN AWAL RENJA 2026
INDIKATOR KINERJA e INDIKATOR KINERJA KET
NO. PROGRAM LOKASI OKASI PAGU
OUTPUT TARGET | [INDIKATIF LA b TARGET INDIKATIF
CAPAIAN ouTPUT CAPAIAN
URUSAN PENUNJANG 77,50 10.270.000.000 | URUSAN 7, 10.713.840.450
PEMERINTAH DAERAH 100,00 PENUNJANG 100.%
KAB/KOTA PEMERINTAH
DAERAH KAB/KQTA
PROGRAM PENUNJANG Persentase Capaian 100% 8.970.000.000 | PROGRAM Persentase Capaian 100% 9,992.320.000
URUSAN Kinerja Perangkat PENUNJANG Kinerja Perangkat
PEMERINTAHAN Daerah Sesual URUSAN Daerah Sesuai
DAERAH Target PEMERINTAHAN Target
KABUPATEN/KOTA DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan Presentase 100% 10.000.000 Kegiatan Presentase 100% 1.500.000
Penganggaran dan Perencanaan, Perencanaan Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Penganggaran dan Penganggaran dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen BP2RD Jumlah Dokumen 4 Dokumen 2,000.000 Penyusunan BP2RD Jumiah Dokumen 4 Dokumen 300.000 Ranwal
Perencanaan Perangkat Perencanaan Dokumen Perencanaan Induk/Peru
Daerah Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah bahan,
Perangkat Daerah Buku
Resiko, PK
Koordinasi dan BPZRD Jumiah Dokumen 2 Dokumen 2.000.000 Koordinasi dan | BPZRD | Jumlah Dokumen 1 Dokumen 300.000 RKA Induk
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Penyusunan RKA-SKPD dan
RKA-SKPD Laporan Hasil Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil
KOordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen RKA-SKFD . Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan BP2RD | Jumlh Dokuman 2 Dokumen 2.000.000 Koordinasi dan | BPZRD | Jumih Dokuman 1 Dokumen 300.000 RKA
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Penyusunan Perubahan RKA- Perubahan
Perubahan RKA-SKPD SKPD dan Laporan Dokumen Perubahan SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi RKA-SKPD Hasil Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
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Koordinasi dan BP2RD | Jumlah Laporan 5 2.000.000 Koordinasi dan BP2RD | Jumiah Laporan 1 300.000 Dalev Hasil,
Penyusunan Laporan Capaian Kinejadan | Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinejadan | Laporan Dalev
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan,
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan Dalev
SKPD Laporan Hasil SKPD Laporan Hasil Kebijakan,
Koordinasi Koordinasi lap. Ikhlisar
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Realisasi
Ceapaian Kinefja dan Ccapaian Kinerja dan KinerJa
Ikhtisar Rrealisasi Ikhtisar Rrealisasi SKPD
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja BPZRD Jumilah Laporan 3 2.000.000 Evaluasi Kinerja BPZRD | Jumlah Laporan 3 300.000 LKJ, LPPD &
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Laporan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Laporan LKPJ
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Persentase 100% 6.506.000.000 | Administrasi Persentase 100% 7.470.400.000
Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Perangkat Pengelolaan
Administrasi Daerah Administrasl
Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat
Daerah Daerah
Penyediaan Gaji dan BPZ2RD | Jumiah Orang yang 36 6.500.000.000 | Penyediaan Gaji dan BP2RD | Jumiah Orang yang 64 7.469.500000 | 29 PNS +
Tunjangan ASN menrima Gaji dan Org/Bin Tunjangan ASN menrima Gaji dan orghbin CPNS + 34
Tunjangan ASN Tunjangan ASN PPPK
Koordinasi dan BP2RD | Jumiah Laporan 2 2.000.000 Koordinasi dan Jumniah Laporan 2 300.000 LAKIP
penyusunan Laporan Keuangan Akhir Laporan penyusunan Laparan Keuangan Akhir Laporan
Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan
SKPD Laporan Hasil SKPD Laporan Hasil
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun SKPD
Koordinasi dan BP2RD | Jumiah Laporan 3 2.000.000 Koordinasi dan BPZRD | Jumlah Laporan 2 300.000 Laporan LRA
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Semesteran
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
Semesteran SKPD dan Laporan Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKFD Semesteran SKPD
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Penyusunan  Pelaporan | BPZRD | Jumlah Dokumen 2 2.000.000 Penyusunan Pelaporan | BP2RD
dan Analisis Prognosis Pelaporan dan Anafisi | Dokumen dmiuns:isis Prognosis ;:,mah Dd';”m:" e 2 300000 | Laporan
Realisasi Anggaran P is Realisasi Aekrrephibl aporan dan Analisi | Dokumen Prognosis
Tognosis Realisasi Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi
Anggaran Anggaran
Administrasi Barang Persentase 100% 2,000.000 Administrasi Barang Persentase 100% 300.000
Milik Daerah pada Pengelolaan Milik Daerah pada Pengelolaan
Perangkat Daerah Administrasi Barang Perangkat Daerah Administrasi Barang
Milik Daerah pada Milik Daerah pada
Perangka Daerah Perangka Daerah
Penatausahaan  Barang | BPZRD Jumiah Laporan 3 2.000.000 Penalausahaan Barang | BP2ZRD | Jumlah Laporan 2 300.000 Laporan
Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Laporan Milik Daersh pada Penatausahaan Laporan Penatausaha
Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah an brg Smstr
pada SKPD pada SKPD 1&2
Administrasi Terlaksananya 100% 68.000.000 Administrasi Terlaksananya 100% 111.300.000
Kepegawalan Perangkat Pengelolaan Kepegawaian Pengelolaan
Daerah Administrasi Perangkat Daerah Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas | BP2RD | Jumlah Paket Pakian | 25 Paket 12.500.000 | Pengadaan Pakaian BPZRD | Jumlah Paket Pakian 63.000.000
Beserta Atribut Dinas beserta Atribut Dinas Beserta Atribut Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapannya Kelengkapannya Kelengkapannya
Pendataan dan | BP2RD Jumnlah Dokumen 12 2.000.000 Pendataan dan BP2RD Jumnlah Dokumen 12 300.000
Pengelolaan  Administrasi Pendataan dan Dokumen Pengelolaan Pendataan dan Dokumen
Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
Sosialisasi Peraturan BP2RD | Jumlah Oraang yang 80 org 25.000.000 Sosialisasi Peraturan BPZRD | Jumlah Oraang yang 64 org 16.000.000
Pernundang-Undangan Mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
Undangan Undangan
Bimbingan Teknis BPZRD Jumiah Orang yang 38 org 28.500.000 Bimbingan Teknis BPZRD Jumlah Ola'lg yang 64 org 32.000.000
Implementasi Peraturan Mengikuti Bimbingan Implementasi Peraturan Mengikuti Bimbingan
Perundang-Undangan Teknis Implementasi Perundang-Undangan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
Undangan Undangan
Adminstrasi Umum Terlaksananya 100% 725.100.000 | Adminstrasi Umum Terlaksananya 100% 823.900.000
Perangkat Daerah Pengelolaan Perangkat Daerah Pengelalaan
Administrasi Umum Administrasi Umum
Perangkat Daerah Perangkat Daersh
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F‘a‘ryedi_ﬂan Komponen BPZRD Jumlah Paket 4 Paket 9.100.000 Penyediaan Kompenen | BPZRD Jumiah Paket 4 Paket 6.500.000
lr_lstqlaﬂ Komponen Instalasi Instalasi Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Yng Bangunan Kantor Bangunan Kantor Yng
disediakan disediakan
Penyediaan Peralatan dan | BPZRD | Jumlah Paket 1 Paket 20.000.000 | Penyediaan Peralatan BP2RD | Jumlah Paket 1 Paket 20.000.000
Kelengkapan Kantor Peralatan dan dan Kelengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang disediakan yang disediakan
Penyediaan Peralatan | BP2RD Jumlah Paket 12 Paket 5.000.000 Penyediaan Peralatan BPZRD Jumlah Paket 12 Paket 11.000.000
Rumah Tangga Peralatan Rumah Rumah Tangga Peralatan Rumah
Tangga yang Tangga yang
disediakan disediakan
Penyediaan Bahan | BF2RD | Jumlah PaketBahan | 12Paket | 60.000.000 | Penyediaan Bahan BPZRD | Jumlah PaketBahan | 12Paket | 110.600.000
Logistik Kantor Logistik Kantor yang Logistik Kantor Logistik Kantor yang
disediakan disediakan
Penyediaan Barang | BPZRD | Jumlah PaketBarang | 12 Paket 50.000.000 Penyediaan Barang BPZRD | Jumlah Paket Barang | 12 Pakel 80.000.000
Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang Penggandaan Penggandaan yang
disediakan disediakan
Penyediaan Bahan | BPZRD Jumlah Dokumen 12 3.000.000 Penyediaan Bahan BPZRD Jumiah Dokumen 12 4.500.000
Bacaan den Peraturan Bahan Bacaan dan Dokumen Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan Dokumen
Pemnundan-Undangan Peraturan Perundang- Perundan-Undangan Peraturan Perundang-
Undangan yang Undangan yang
disediakan disediakan
Penyediaan BPZRD Jumlah Paket 12 Paket 125.500.000 Penyediaan BPZRD Jumlah Paket 12 Paket 101.000.000
Bahan/Material BahanMaterial yang Bahan/Material Bahan/Material yang
disediakan disediakan
Penyelenggaraan Rapat BPZRD Jurnlah Laporan 12 450.000.000 | Penyelenggaraan Rapat | BP2RD | Jumlah Laporan 12 490.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Laporan Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan
SKPD Rapat Koordinasi dan Konsuitasi SKPD Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip | BPZRD | Jumlah Dokumen 1 2.000.000 Penatausahaan Arsip BP2RD | Jumiah Dokumen 1 300.000
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip | Dokumen Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip | Dokumen
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD
Penyediaan Jasa Persentase Jasa 100% 1.475.160.000 | Penyediaan Jasa Persentase Jasa 100% 1.568.880.000
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Surat- BP2RD | Jumlah Laporan 1 3.000.000 Penyediaan Jasa Surat- | BP2RD | Jumlah Laporan 1 2.000.000
Menyurat Penyediaan Jasa Laporan Menyurat Penyediaan Jasa Laporan
Surat Menyurat Surat Menyurat
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Penyediaan Jasa | BP2RD [ Jumiah Laporan 12 %,
Komunikasi, Sumber Daya vl oniy o Wio 326.000.000 FenyedKomu n;:a:;r_n J:;a BP2RD | Jumiah Laporan 12 385.000.000
Air dan Listrik jkasi oty Penyediaan Jasa Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Daya Air d;) Listrik
: yanq disediakan yang disediakan
Penyediaan Jasa | BP2RD | Jumlah Laporan 2 20000000 | Penyediaan Jasa BPZRD | Jumlah Laporan 2 20000000 | Service  +
Peralatan dan Penyediaan Jasa Laporan Peralatan dan Penyediaan Jasa Laporan ' Suku Cadang
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perengkapan Kantor Peralatan dan Komputer/
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Laptop
Penyedi Jasa | BPZRD ianglim yarg deedkan
enyediaan um 12 1.126.160.000 | Penyediaan Jasa BPZRD | Jumlah La 12 1.160.880. i
Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Laporan Pelayanan Umum Penyediamm,l:nsa Laporan <y E‘?M%SI
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum &Dlll ke SI
Kantor Kantor
Pemeliharaan  Barang Terpeliharanya 100% 149.240.000 | Pemeliharaan Barang Terpeliharanya 100% 28.540.000
Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah Milik Daerah Barang Milik Daerah
Urusan  Pemerintahan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa BP2RD | Jumlah Kendaraan 0 0 Penyediaan Jasa BPZRD | Jumlah Kendaraan 0 0
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
Pemeliaraan, dan Pajak atau Kendaraan Dinas Pemeliaraan, dan Pajak atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Perorangan Jabatan yang Kendaraan Perorangan Jabatan yang
atau Kendaraan Dinas dipefihara dan atau Kendaraan Dinas dipelihara dan
Jabatan dibayarkan Pajaknya Jabatan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa BPZRD Jumiah Kendaraan 22 Unit 126.240.000 | Penyediaan Jasa BP2ZRD | Jumlah Kendaraan 12 Unit 5.000.000
Pemeliharaan, Biaya Dinas Opersional atau Pemelharaan, Biaya Dinas Opersional atau
Pemeliharaan, Pajak dan Lapangan yang Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang
Perizinan Kendaraan dipelihara dan dan Perizinan dipelihara dan
Dinas Opersional atau dibayrkan dan Kendaraan Dinas dibayrkan dan
Lapangan Perizinannya Cpersional atau Perizinannya
Lapangan_
Pemeliharaan/Rehabilitasi | BPZRD Jumiah Gedung 3 Unit 7.500.000 Pemeliharaan/ BPZRD | Jumlah Gedung | 3 Unit 15.000.000 1 unit gedung
Gedung Kantor dan Kantor dan Bangunan Eaehzllétam B?%ung t(qnl:yradm Bangm m1ﬁ
innya Lainnya ntor dan unan ain
Bangunan Lainny. dp::fyur‘;fm Lainnya dmﬁl‘a’a‘ - JE!Jl.IS &1
direhabilitasi direhabilitasi mww
Pemeliharaan/ Rehabilitasi | BP2RD Jumlah Sarana dan 14 Unit 15.500.000 Pemeliharaan/ BPZRD | Jumlah Srana dan | 14 Unit 8.540.000 Pemeliharaan
S Rehabilitasi Sarana dan Prasrana  Gedung AC
arana dan Prasarana Prasrana Gedung
Gedung Kantor atau Kantor alau Bangunan Prasarana Gedung Ka_ntot atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya yang
e i dipelihara/
dipelinara/ Lainnya kohabitasi
direhabilitasi direhabil
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Pengadaan Barang Milik Persentase 100% 34.500.000 Pengadaan Barang Persentase 100% 0
Daerah Penunjang terpenuhi Milik Daerah terpenuhi
Urusan Pemerintah Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pengadaan Barang
Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel BPZRD | Jumiah Paket Mebel - - Pengadaan Mebel BPZ2RD | Jumiah Paket Mebel - Kursi Tamu/
yang disediakan disediakan Rapat
Pengadaaan Kendaraan BPZRD | Jumlah Unil 1 Unit - Pengadaaan Kendaraan | BP2ZRD | Jumlah Unit - 1 unit mobil
Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas utk
Lapangan Operasional atau Lapangan Operasional atau operasional
Lapangan yang Lapangan yang lapangan
Disediakan Disediakan
Pengadaan Peralatandan | BP2RD | Jumlah Unil Peralatan 1 Unit 10.000.000 | Pengadaan Peralatan | BP2RD | Jumlah Unit Peralatan - Alat Ukur /
Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya alat studio
yang disediakan yang disediakan
Pengadaan Gedung BP2RD | Jumiah Unit Gedung 1 Unit 10000000 | Pengadaan  Gedung | BP2RD | Jumiah Unit Gedung - Pembuatan
Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan wC di
Lainnya Lainnya yang Lainnya Lainnya yang gedung rapat
disediakan disediakan
Pengadaan Sarana dan | BP2RD Jumiah Unit Sarana 1 unit 4.500.000 Pengadaan Sarana dan | BPZ2RD | Jumlah Unit Sarana - Pengadaan
Prasarana Gedung Kantor dan Prasarana Prasarana Gedung dan Prasarana AC
atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Lainnya Bangunan  Lainnya
yang disediakan yang disediakan
Pengadaan Sarana dan | BP2RD | Jumlah Saranadan 1 unit 10.000.000 Pengadaan Sarana dan | BPZRD | Jumiah Sarana dan - Tempat
Prasarana  Pendukung Prasrana Pendukung Prasarana Pendukung Prasrana Pendukung Parkir
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Gadung Kantor atau Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Bangunan  Lainnya
yang disediakan yang disediakan
PROGRAM Persentase 342% PROGRAM Persentase ) 342%
PENGELOLAAN Pavegta Fek 1300000000 | PENSAPRSAN. PAigarm 721520450
PENDAPATAN DAERAH DAERAH
PROGRAM Persentase 2,84% 1.300.000.000 | PROGRAM Persentase 2,84% 721.520.450
PENGELOLAAN Peningkatan PENGELOLAAN Peningkatan
PENDAPATAN DAERAH Retribusi Daerah PENDAPATAN Retribusi Daerah
Kegiatan Pengelolaan Dokumen/Laporan 43 DAERAH Dokumen/Laporan 4
Pendapatan Daerah Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah
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Jumlah 17 454.000.000 Jumlah 7 158.114.150
Dokumen/Laporan Dokumen Dokumen/Laporan Dokumen/
Pengelolaan dan [ Laporan Pengelolaan dan Laporan
Pengembangan Pengembangan
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah
Jumlah 20 392.000.000 Jumlah 20 332.111.800
Dokumen/Laporan Dokumen Dokumen/Laporan Dokumen
Pengolahan dan ILaporan Pengolahan dan ILzporan
Evaluasi Data Pajak Evaluasi Data Pajak
Daerah Daerah
Jumlah 6 454.000.000 Jumlah 6 231.294.500
Dokumen/Laporan | Dokumen Dokumen/Laporan | Dokumen/
Pajak Daerah, [Laporan Pajak Daerah, Laporan
Penyelesaian Pajak Penyelesaian Pajak
Daerah dan Daerah dan
Pemeriksaan serta Pemeriksaan serta
Pengawasan Pajak Pengawasan Pajak
Daerah Daerah
Perencanaan Pengelolaan | BP2RD | Jumlah Dokumen 1 19.000.000 | Perencanaan BP2RD | Jumlah Dokumen 1 7.000.000
Pajak Daerah Rencana Pengelolaan | Dokumen Pengelolaan Pajak Rencana Pengelolaan | Dokumen
Pajak Daerah Daerah Pajak Daerah
Analisa dan BP2RD Jumiah Dokumen 3 94.700.700 Analisa dan BP2RD Jumnlah Dokumen 3 24.766.000
Pengembangan Pajak Hasil Analis Pajak Dokumen Pengembangan Pajak Hasil Analis Pajak Dokumen
Daderah, serta Daerah serta Daderah, serta Daerah serta
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pajak Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pajak
Pajak Daerah Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Daerah dan Kebijakan
Pajak Daerah Pajak Daersh
Penyuluhan dan BP2RD | Jumlah Lapoaaran 2 54.055.700 Penyuluhan dan BP2RD | Jumlah Lapoaaran 2 46.400.000
Penyebariuasan Kebijakan Pelaksanaan Laporan Penyebarluasan Pelaksanaan Laporan
Pajak Daerah Penyuluhan dan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan
Penyebarluasan Penyebaruasan
Kebijakan Pajak Kebijakan Pajak
Daerah Daerah
Penyediaan Sarana dan BP2RD | Jumiah Saranadan 2 Unit 10.000.000 Penyediaan Saranadan | BP2RD | Jumlah Saranadan - -
Prasrana Pengelolaan Prasrana Pengelolaan Prasrana Pengelolaan Prasrana Pengelolaan
Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daersh Pajak Daerah
Pendataan dan | BPZRD Jumlah Laporan Hasil 2 124.802.000 Pendataan dan | BPZRD Jumlah Laporan Hasil 2 68.193.200
Pendaftaran Objek Pajak Pendataan dan | Laporan Pendaftaran Objek Pendataan dan | Laporan
Daerah Pendaftaran  Objek Pajak Daerah Pendaftaran ~ Objek

Pajak Daerah, Subjek
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah

Pajak Daerah, Subjek
Pajak dan Wajib Pajak
Daerah
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Pengelolaan, BPZRD Jumlah Laporan Hasil 12 184.498.00 Pengelolaan, BPZRD | Jumlah Laporan Hasil 12 55.370.950
Pemeliharaan : dan Pengolahan, Laporan Pemeliharaan dan Pengolahan, Laporan
Pelaporan Basis Dala Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pemeliharaan, dan
Pajak Daerah Pelapoan Basis Data Pajak Daerah Pelapoan Basis Data
Pajak Daerah Pajak Daersh
Penilaian Pajak Bumidan | BP2RD | Jumlah Objek Pajak 5.080 OP 56.140.000 | Penilaian Pajek Bumida | BP2RD | Jumlah Objek Pajak | 5.080 OP 300.000
Bangunan Pedesaaan dan yang disesuaikan Bangunan Pedesaaan yang disesuaikan
Perkotaan (PBBP2) serta NJOPnya dan Perkotaan (PBBFP2) NJOPnya
Bea Perolehan Hask Atas seita Bea Perolehan
Tanah dan Bangunan Hask Atas Tanah dan
(BPHTB) Bangunan (BPHTB)
Penetapan Pajak Daerash | BPZRD | Jumlah Dokumen 2 50.560.000 Penetapan Pajak | BP2RD | Jumlah Dokumen 2 7.250.000
Ketetapan Pajak Dokumen Daerah Ketetapan Pajak Dokumen
Daerah Daerah
Pelayanan dan Konsultasi | BP2RD Jumlah Layanan dan 12 10.000.000 Pelayanan dan | BP2RD | Jumlah Layanan dan - -
Pajak Daerah Konsultasi Pajak Layanan Konsultasi Pajak Daerah Konsullasi Pajak
Daerah Daerah
Penelitian dan Verifikasi | BPZRD Jumiah Data 1" 187.796.100 | Penelitian dan Verifikasi | BP2RD Jumlah Data 1 135.945.800
Data Pelaporan Pajak Pelaporan Pajak | Dokumen Data Pelaporan Pajak Pelaporan Pajak | Dokumen
Daerah Daerah yang telah Daerah Daerah yang felah
dilakukan  Penelitian dilakukan  Penelitian
dan Verifikasi dan Verifikasi
Penagihan Pajak Daerah | BP2RD | Jumlah Dokumen 2 246.837.000 | Penagihan Pajak | BP2RD | Jumiah Dokumen 2 188.310.500
Hasil  Pelaksanaan | Dokumen Daerah Hasii  Pelaksanaan | Dokumen
Penagihan  Pajak Penagihan  Pajak
Daerah Daerah
Penyelesaian Keberatan BP2RD Jumizh Dokumen 2 97.163.000 Penyelesaian Keberatan | BP2RD | Jumiah Dokumen 2 2.800.000
Pajak Daerah Hasil Penyelesaian | Dokumen Pajak Daerah Hasil  Penyelesaian | Dokumen
Keberatan Pajak Keberatan Pajak
Daerah Daerah
Pengendalian, BP2RD | Jumlah Dokumen 2 110.000.000 | Pengendalian, BPZRD | Jumiah Dokumen 2 40.184.000
Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Dokumen Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Dokumen
Pengawasan Pajak serta Pengendalian Pengawasan Pajak serta Pengendalian
Daersh dan Pengawasan Daerah dan Pengawasan
Pajak Daerah Pajak Daerah
Pembinaan dan | BPZRD Jumiah Laporan Hasil 4 55.445.500 Pembinaan dan | BP2RD Jumlah Laporan Hasil 4 125.000.000
Pengawasan Pengelolaan Pembinaan dan Laporan Pengawasan Pembinaan dan Laporan
Pajak  Daerah  dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Pengawasan
Retribusi Daerah Pengelolaan Relribusi Daerah dan Retribusi Pengelolaan Retribusi
Daerah Daerah Daerah
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2.5,

Penelaahan Usulan Program dan Keglatan Masyarakat

Untuk keglatan/sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten
Bangka Barat yang merupakan usulan keglatan dari masyarakat untuk Tahun Anggaran 2026 tidak ada

usulan,
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3.2

BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan berakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5578), sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5669), maka pembagian urusan Pemerintahan menjadi jelas antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan asas pemerintahan dari sentralisasi
menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasl tersebut mengharuskan pemerintah pusat untuk
mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada daerah. Dalam rangka pencapaian kebijakan Nasional,
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya
mengambil kebijakan sebagai berikut :

1) Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Adapun arah yang kebijakan yang dapat diambil menyangkut peningkatan Pendapatan Asli Daerah

adalah Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah
Tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2026 adalah “Memantapkan Kemajuan
infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan kemandirian keuangan daerah serta ferwujudnya
masyarakat yang maju, sefahtera dan bermartabat”
Guna mewujudkan prioritas pembangunan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;

2. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup;

3. Peningkatan Investasi Sektor Unggulan Daerah; serta Pengembangan pariwisata dan ekonomi

kreatif;

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Maka dengan berbagai prioritas diatas, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber
dari Pendapatan Asli Daerah, sekaligus sebagai simbol kemandirian keuangan daerah, yang berbanding lurus

dengan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daaerah
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2026 mempunyai
tujuan yaitu ;
1. Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah;
Meningkatnya pendapatan daerah

[ % -
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Tabel 3.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategl dan Kebijakan Tahun 2026
Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah

Fujuan Sasaran | Strategl | AranKebljakan

1. [Meningkatkan | Meningkatnya Kinerja | - Meningkatkan kualitas | Melaksanakan reformasi birokrasi
Kualitas SAKIP Perangkat Daerah penyusunan,pengenda | melalul pemanfaatan teknologi
Perangkat Daerah lian, evaluasl dan informas| dan mengembangkan

pelaporan kebijakan pengelolaan
perencanaan daerah pemerintahan yang efektif dan
- Penguatan penerapan | efisien
kebijakan satu data
- Optimalisasi
penerapan SPBE

2. | Meningkatnya Meningkatnya - Meningkatkan Meningkatkan kemandirian
Kemandirian Pendapatan Daerah Intensifikasi dan keuangan daerah berbasis
Keuangan Daerah ekstensifikasi pajak dan | peningkatan pendapatan daerah

retribusi daerah
- Meningkatkan peran
BUMD dan BUMDes
Tabel 3.2.2
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026
Target Kondisi
S Indikator Target Kinerja Akhir
Tujuan asaran Tujuan/Sasaran %) 2026 | Renstra
(%) 2026
Meningkatkan Nilai SAKIP OPD % 77,50 77,50
Kualitas  SAKIP
Perangkat Daerah
Meningkatnya  Kinerja | Persentase Capaian % 100,00 100,00
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Sesual Target
Meningkatnya Nilai DOFD % 9,43 9,43
Kemandirian
Keuangan Daerah
Meningkatnya Capalan Pajak dan % 48,84 48,84
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah
Terhadap PAD
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3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan rencana kerjanya didukung oleh
program-program dan kegiatan-kegiatan strategis. Terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang disusun
untuk menunjang kerja perangkat daerah selama satu tahun kedepan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ferdiri dari 7 Kegiatan dan 30
18ub Kegiatan
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan

3.4  Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapal tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperiukan strategi yang
merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selain
dari itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam
pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Adapun strategi dan kebijakan yang ditetapkan
oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagal berikut :

Strategl :

1. Penerapan perencanaan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkualitas;
2. Pengendalian dan evaluasi perencanaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah; dan

3. Meningkatkan system pelayanan terpadu dalam pengelclaan pajak dan retribusi daerah;

4. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah

Kebijakan :
Meningkatkkan pemahaman SDM Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam menguasai
peraturan Pajak dan Refribusi Daerah;

a. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan;

b. Memantapkan sistem terpadu dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;

¢. Penerapan sistem pelayanan online dan terpadu di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

d. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah; serta
e

. Mengoptimalkan pengelolaan PAD
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Pendanaan Badan Pengelolaan Pzjak dan Retribusi Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2025 guna mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka
Barat sesuai dengan RENSTRA Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai
berikut : :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana
kebijakannya mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan prima dibidang perkantoran serta efektifitas
dan efisiensi pelaksanaan OPD yang bertanggungjawab dan transparan.

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Arah dan kebijakan dari Program ini adalah efesiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan guna pengelolaan
dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolan Pendapatan dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen

Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026
sebagaimana terlampir :
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Tabel 4.1

Rincian Rencana Program dan Kegiatan BP2RD Tahun Anggaran 2026

Kegiatan Terlaksanannya Presentase
Perencanaan Perencanaan, Perencanaan,
I Penganggaran dan Penganggaran dan 100% penganggaran 100% 1.500.000 10.000.000
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja dan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
38

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Penyusunal T il
yusunan ersusunnya Induk/
Dokumen Dokumen 2 dumnish Dokumen Perubahan,
Perencanaan Perencanaan umen :?'encmaann 300.000 2000000 | penx induid
Perangkat Daerah Perangkat Daerah rangkat Daerah Perubahan &
PK
Tersedianya Jumiah Dokumen
25T Dokumen RKA- RKA-SKPD dan
2 A d SKPD dan Laporan Laporan Hasil
Aokt Hasil Koordinasi dokumen | Koordinasi 300000 2000.000 | RKAInduk
SKPD Penyusunan Penyusunan
Dokumen RKA- Dokumen RKA-
SKPD SKPD
Tersedianya Jumlah Dokumen
Dokumen Perubahan Perubahan RKA-
Koordinasi dan RKA-SKPD dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Laporan Hasil Hasil Koordinasi RKA
Dokumen Perubahan Koordinasi dokumen | perusunan 20000 2000000 | perybahan
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
Dokumen Perubahan Perubahan RKA-
RKA-SKPD SKPD
Tersedianya Laporan 'Icl:g:gn Laml(neqa@l
Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Dalev hasil
e Ikhtisar Realisasi . "
Koordinasi dan Kineria SKPD dan Realisasi Kinerja Dalev
Penyusunan Laporan e Dﬂl}'ﬂﬂ Hasil SKPD dan Laporan PelaksanaanD
Capaian Kinerja dan Koowlinas Laporan | Hasil Koordinasi 300.000 2.000.000 | alev Kebijakan
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Penyusunan & Lap. Ikhtisar
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Laporan Capaian Realisasi
khtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
- Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD
+ Winag Terlaksananya Jumiah Laporan
E:f;“n?mm Evaluasi Kinerja Laporan | Evaluasi Kinerja 300.000 2.000.000 ';1':{ ﬁ:gf
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
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Terlaksananya Persentase
Administrasi Pangelolaan Pengelolaan
Il Keuangan Administras 100% Administras| 100% 7.470.400.000 7.475.500.000
Perangkat Daerah Keuangan Keuangan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
g s . . Jumizh Orang
Penyediaan Gaji dan Tersedianya gaji dan QOrang/ : 36/ora :
6. | Tunjangan ASN (unjangan ASN ol Qf‘ menerima bulan“g 7.469.500.000 |  7.469.500.000 Rutin
Tersedianya Laporan Jumiah Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Koordinasi dan Tahun SKPD dan Tahun SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Hasil Laporan Hasil
5 Keuangan Akhir Koordinasi Laporan Koordinasi 2 300.000 2.000.000 LAKIR
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Penyusunan
Keuangan Akhir Laporan Keuangan
Tahun SKFD Akhir Tahun SKPD
Jumiah Laporan
Tersedianya Laporan Keuangan
Keuangan Bulanan/ Bulanan/
o S Triwulanan/ Triwulanan/
Koontingsl dan Semesteran SKPD Semesteran SKPD
7 ooy dan Lapcran Laporan | 820 Laporan 3 20000 200000 | Lo
eorh s Koordinasi PN | Koordinasi : g Semesteran
Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Penyusunan
Keuangan Bulanan/ Laporan Keuangan
Triwulanan/ Bulanan/Triwulana
Semesteran SKPD n/ Semesteran
SKPD
Tersedianya Jumiah Dokumen
::a?o?a;agan Dokumen Pelaporan Pelaporan dan Laporan
Analisis Prognosis dan Analisis Dokumen | Analisis Prognosis 2 300.000 2,000.000 Prognosis
SR is Realisasi Realisasi
Realisasi Anggaran Frognosts
Anggaran Anggaran
Terlaksananya Persentase
Administrasi Pengelolaan Pengelolaan
Barang Milik Administrasi Administrasi ;
1. Daerah Pada Barang Milik 100% Barang Milik 100% 300.000 2.000.000 Rutin
Perangkat Daerah Daerah pada Daerah pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
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Jumiah Laporan
Penatausahaan . Ponataraham Perencanazn,
10. | Barang ik Dt s e P Laporan | Barang Mili 3 300.000 1.500000 | Rekonsliasi&
pada pada SKPD g:;rgh pada BmMDm
Terlaksananya
Administrasi pengelolaan ;:msent::e =
V. | Kepegawaian Administrasi 100% | PC su:YI 100% 111.300,000 122.000.000
Perangkat Daerah Kepegawaian K mi:
Perangkat Daerah epeg "
Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian g‘;ﬂ?:n";ﬁ‘l
Dinas Beserta Atribut Dinas Beseria Atribut Paket baserta Alzibut 25 63.000.000 63.000.000
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapannya
1". Ade'r‘nﬁlﬂ.;':;‘. Pengelolaan Dokumen | Pengolahan 12 300.000 2,000,000
o R Administrai Administrasi
pegawalan Kepegawaian Kepegawaian
Sosialisasi
Jumlah Orang yang ?;Ehn:::g
Sosialisasi Peraturan Mengikuli Sosialisasi Undangan yang )
12. | Perundang- Peraturan orang Siksiban 80 16.0000.000 25.000.000 Rutin
undangan Perundang- sesuai dengan
Undangan tugas dan kmgsl
perangkat daerah
Penerapan
Snpigan e Vengiu Snonga Panedang
13. | Peraturan e M pleianiast Orang | UKaNGaRYaG | 35 orang 32.000.000 32,000,000
Perundang- Perundang- sesuai dengan
Undangan Undangan fugas dan fungsi
perangkat daerah
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Terlaksananya Presentase
Administrasi Umum pengelolaan terpenuhinya
Perangkat Daerah administrasi umum 100% | agministrasi % §23.900.000 | 851.000.000
perangkat daerah Umum
Jumilah Paket
Penyediaan Tersedianya Kompanen
Komponen Listrik/ Kompanen Instalasi Instalasi :
L Penerangan Listik/Penerangan fahet Listrik/Penerangan 4 pn £400000 R
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Tersedianya Peralatan dan
15. | Peralatan dan Peralatan dan Pakel Perlengkapan 1 20.000.000 36.000.000 Scanner
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kantor yang
disediakan
Penyediaan Tersedianya ;L":l?la?;it iiah
16. | Peralatan Rumah Peralatan Rumah Paket T 12 11.000.000 11.000.000 Rutin
angga yang
Tangga Tangga Disadiakan
Jumlah Paket
Penyediaan Bahan Tersedianya bahan Bahan Logistik s
17. Logistik Kantor logistik kanlor Paket Kantor yang 12 110.000.000 110.000.000 Rutin
Disediakan
Penyediaan Barang Tersedianya Barang Jumian E:‘;Ln
18. | Cetakan dan Cetakan dan Paket | 52N 12 80.000.000 80.000.000 Rutin
Penggandaan Penggandaan dan Penggandaan
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan ‘égn“fnhalﬂmm
Bacaan dan Bacaan dan =
19. | Peraturan Peraturan Dokumen Pem' ! a“‘nd"“ 2% 4500.000 4,500,000 Rutin
Perundang- Perundang- U nclan;nng;rmg
Undangan Undangan Disediakan
X 2 Jumlah Paket
2, {'Poveem ey bl kil paket | BahanMaterial 12 101000000 | 125500000 |  Rutin
yang Disediakan
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Terlaksananya Jumlah Laporan
S Fryoggacn Peersguen
21. Rapat Koordinasi Laporan | Rapat Koordinasi 12 490.000.000 490.000.000 Rutin
dan Konsultasi :
SKPD dan Konsullasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
| Comtamten Penaiasabaan e | . il
§ e el Arsip Dinamis pada MeN | Arsip Dinamis 000 n
SKPD pada SKPD
Pengadaan Barang Terponubiingy Persentase
Milik Daerah g Wik Terpenuhinyan
- Daerah Penunjang 100% - 505.000.000
Penunjang Urusan Urisan Pemerintah Pengadaan
Pemerintah Daerah Daerah Barang
; Unit
Pengadaan Tersedanya mhm; Dinas .
Kendaraan Dinas Kendaran Dinas Unit Operasional atau B 350,000,000 | unit mbl
Operasional atau Operasional atau yang = operasional
Lapengen Lapagan disediakan
Jumiah Paket S
Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Unit Mebel yang - 35.000.000 ursl rapat
disediakan 2
Jumiah Unit
Pengadaan Tersedianya
Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Unit :;‘:':“f:‘lrf;a | 20000000 | AaUkurfaRt
Ll Llpya yang disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Gedung Tersedianya Gedng Gedung Kantor
Kantor atau Kantor atau Unit atau Bangunan - 75.000.000 | Gudang Arsip
Bangunan Lainnya bangunan lainnya Lainnya yang
disediakan
Jumilah Unit
Pengadaan Sarana Tersedianya Sarana Sarana dan 1 (satu) uni
dan Prasarana dan Prasarana Unit Prasarana Gedung k 15.000.000 | AC utk UPT
Gedung Kantor atau Gedung Kanlor atau Kantor atau R e
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya o
yang disediakan
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Jumiah Unit

Pengadaan Sarana Tersedianya Sarana garana dgn
dan Prasarana dan Prasarana ) Pendukung Parkr
Pendukung Gedung Pendukung Gedung Unit Gedung Kantor - 50.000.000 Kodatodii
Kantor atau Kantor atau atau Bangunan '
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Lainnya yang
disediakan
Penyediaan Jasa Tersediannya jasa ::::Ian?r;
y | Penunjang Urusan Feintiny shea) urusan 100% | 1.567.880.000 | 1.568.880.000
Pemerintahan pemerintahan pemerintahan
Daerah daerah pr R
; Terlaksananya Jumiah Laporan
23, Ze"rgie_:,:::" J::’a Penyediaan Jasa Laporan | Penyediaan Jasa 1 2.000.000 2.000.000 Rutin
" it Surat Menyurat Surat Menyurat
Jumlah Laporan
: : Penyediaan Jasa _Ja;aéalepr;‘g
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik ; P PBB,
24, | Komunikasi, Sumber .Komunikasi, Sumber Laporan Sumber Daya Al 12 385.000.000 3485.000.000 Blay:_a
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik dan Listik yang penl;lan'pqgm
Disediakan sl v
25. Jumilah Laporan .
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa PeP nyadl l:f dn:fsa SemC:;-rguku
Peralatan dan Peralatan dan Laporan Peflengkapan 2 20.000.000 20.000.000 Komputer,
Perlengkapan Kanlor Perlengkapan Kantor Kantor yang Laptop, printer
Disediakan
Jumiah Laporan
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa
26. | Pelayanan Umum Pelayanan Umum Laporan | Pelayanan Umum 12 1.160.880.000 1.160.880.000 Gaji PHL
Kantor Kantor Kantor yang
Disediakan
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Terlaksananya
Pemeliharaan pemeliharaan Presentase
Barang Milik
Daerah Penunjang Barang Millk terpenuhi
VIL Daerah Penunjang 100% Pemeliharaan 100% 28.100.000 80.500.000 Rutin
Urusan
Benesiaiihion Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah
Dnacak Daerah
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional pemba
Pemeliharaan, Pajak Pemeliharaan, Pajak alau Lapangan qum
27. | dan Penizinan dan Perizinan Unit yang dipelihara 12 5.000.000 43.960.000 kend 12
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas dan dinayarkan unl
QOperasional atau Operasional atau pajak dan
Lapangan Lapangan perizinannya
Pemeliharaan/ Tersksenenye ik g 1unitgeding
2. | Rehablitasi Gedung rehabilitasi gedung wit | bangunan lainnya 3 15,000,000 15,000,000 | Kantor, 1 unit
ool Kantor dan bangunan yang Dipeliharal gy e
Bangunn Lakia lainnya Direhabilitasi
Jumiah Sarana
Pemektacan/ mﬁn““ﬂ dan Prasarana
Rt olieast Sarana ilitasi Sarana dan ey tacior Pemeliharaan
29. | dan Prasarana Prasarana Gedung unit atau Bangunan 14 8.540.000 15.500.000 AC
Siedung Kmlgm Kantor atau Iﬁahnﬁgg
Bangunan Lainnya unan Lainnya Dm
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Vil

Kegiatan
Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Dokumen

Jumlah Dokumen/
Laporan
Pengelolaan dan
Pengembangan
Pendapatan

17

158.114.150

454.000.000

Laporan/
Dokumen

Pengolahan dan
Evaluasi Data
Pajak Daerah

20

332.111.000

647.833.900

Laporan/

Dokumen

Jumlah Dokumen/
Laporan
Penagihan Pajak
daerah,
Penyelesaian
Keberatan Pajak
daerah dan
Pemeriksaan
serta
pengawasan
pajak daerah

231.294.500

Perencanaan
Pengelolaan Pajak
Daerah

Tersedianya
Rencana
Pengelolaan Pajak
Daerah

Dokumen

Jumiah Dokumen
Rencana
Pengelolaan Pajak
Daerah

7.000.000

19.000.000

Strategis

3.

Analisa dan
Pengembangan
Pajak Daerah, serta
Penyusunan
Kebijakan Pajak
Daerah

Tersedianya Hasil
Analis Pajak Daerah
serta terlaksananya
Pengembangan
Pajak Daerah dan
Kebijakan Pajak
Daerah

Dokumen

Jumlah Dokumen
Hasil Analis Pajak
Dagrah serta
Pengembangan
Pajak Daerah dan
Kebijakan Pajak
Daerah

24.766.000

84.700.700

Strategis
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Jumiah Laporan
Penyuluhan dan ;:dakm? Pelaksanaan
Az, | Fyshanitamn Pe:ﬂtl:arluas: Laporan | Penyuluhan dan 2 46.400 i
Daerah Daerah Kebijakan Pajak
Daerah
Penyediaan Sarana Tersedianya Sarana Jumlah Sarana
dan Prasarana dan Prasarana : dan Prasarana
3. | pangsiotaan Paiak Pengelolaan Pajak Unit | pengelolaan Pajak | 2 20.000.000 :
Daerah Daerah Daerah
Jumiah Laporan
. Hasil Pendataan Termasuk
Pendataan dan Eﬁiﬂiﬁ g?:ﬁek dan Pendaftaran operasional
34. | Pendaftaraan Objek ; s 28 Laporan | Objek Pajak 2 68.193.200 124.802.000 |  kendaraan
Pajak Daerah Popk don W Daerah, Subjek Dinas. Double
Pajak Daerah ! 2 B
Pajak dan Wajib cabin
Pajak Daerah
Jumlah Laporan
Terlaksananya Penatausahaan
;m i Pengolahan, Data Pajak
35. Pelaporan Basis Pemeliharaan dan Laporan | Daerah (Laporan 12 55.370.950 184.498.000 Strategis
Data Pajak Daerat Pelaporan Basis PBB, BPHTB dan
Data Pajak Daaerah Laporan 9 Pajak
Daerah)
Penilaian Pajak Bumi
dan Ea'lgu::: Terpenuhinya Jumlah Objek
Pedossi Jumiah Objek Pajak Pajak yang -
36. ::ﬂarkotamsea m yang disesuzikan oP disesusian 4.970 300.000 55.140.000 Strategis
Hak atas Tanah dan NJOPnya NJOPnya
Bangunan (BPHTB)
. Tersedianya Jumiah Dokumen
an. :j’jfm@" Dokumen Ketetapan Dokumen | Ketetapan Pajak 1 7.250000 50560.000 |  Strategis
Pajak Daerah Daerah
Pelayanan dan I:rsedia:lya Jumlah Layanan
Konsultasi Pajak Ko"‘:"?l" .1;' ok Layanan | dan Konsultasi 12 - 10.000.000
Daerah I:la:r:haﬁ 9 Pajak Daerah
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Cakiian Jumiah Data
Penelitian dan -Fl;euelilian?g: Pelaporan Pajak
Verifikasi Data e Daerah yang telah :
38. | pelaporan Pajak Vil Dot Laporan | oY 11 135045800 |  167.798.100 |  Strategis
Dagrah reiaporan Pajsk Peneitn g
Jumiah Dokumen
; ; Terlaksananya
3, |.Eoummn Fek Penaghan Pajak Dokumen m;kié’:? 2 184310500 | 246837000 | Strategis
Daerah Beiacah
. Terlaksananya Jumiah Dokumen
Penyelesaian L ;
- Penyelesaian Hasi Penyelesaian .
40. Eealéer:]tan Pajak Keberatan Pajak Dokumen Keberatan Pajak 2 2.800.000 97.163.000 Strategis
Daerah Daerah
: Terlak Jumiah Doku
pogecan, il A roep e
41. Pengawasan Pajak Pengendalian dan Dokumen | serta Pengendalian 2 40.184.000 110.000.000 Strategis
Dal;?a‘l Pengawasan Pajak dan Pengawasan
Daerah Pajak Daerah
Pembinaan dan Teraksananya Jumiah Laporan
Pengawasan Pembinaan dan Hasil Pembinaan
42. | Pengelolaan Pajak Pengawasan Laporan | dan Pengawasan 4 125.000.000 311.329.400 Strategis
Daerah dan Retribusi Pengelolaan Pengelolaan
Daerah Retribusi Daerah Retribusi Daerah
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Secara garis besar rumusan Rincian Rencana Program dan Kegiatan BP2RD Tahun Anggaran 2026 adalah
sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) BP2RD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 merupakan
Program/Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD dalam kerangka penunjang urusan pemerintah
daerah, yaitu perumusan perencanaan,pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi
keuangan perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, administrasi umum
perangkat daerah, pemeliharaan barang milik daerah serta administrasi kepegawaian perangkat daerah,

2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 program yang terdiri 1 (satu)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Program/Kegiatan rutin pada OFD
dan 1 (satu) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk Program/Kegiatan Strategis Pembangunan.

3. Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2026 adalah sebanyak 8 Kegiatan dengan
rincian 43 Sub Kegiatan. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKola ada
7 kegiatan dengan 30 sub kegiatan dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan
dengan 13 sub kegiatan .

4, Jumlah kebutuhan danafpagu Indikatif dalam pelaksanaan RANWAL TA. 2026 Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp.10.713.840.450, (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tiga
Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Total keseluruhan
anggaran tersebut termasuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Sumber dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat,

49

Dipindai dengan CamScanner

e | ——N L


https://v3.camscanner.com/user/download

BABV
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun
2026 ini disusun sebagai bahan penyusunan Anggaran Rencana Awal Kerja Tahun Anggaran 2026 Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun Renja Tahun 2026 dalam pelaksanaannya mengacu pada
Nomenklatur Baru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah, dimana seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan ini semuanya sesuai dengan tupoksi dari
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat dan dipetakan keperaturan baru tersebut
yang dapat dijadikan pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangka Barat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini memuat secara rinci keseluruhan pelaksanaan Program dan Kegiatan
yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak, kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan yang bersifat strategis
yang merupakan tolak ukur keberhasilan Perangkat Daerah guna “Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat
Daerah dan Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah "

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini disusun, semoga dapat memberikan
manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Barat

!Henlok, & Desember 2024
KEPALA

MIWANI, S.E
PEMBINA TK. VIVb
NIP. 198008242006042026
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RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TA. 2026
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
TUJUAN PROGRAM, TUJUAN, SASARAN, UNITPD
PERANGKAT SASARAN KODE KEGIATAN! SUB KINERJA PROGRAM SATUAN RENSTRA RENJA PRAKIRAAN | PENANGGUNG |  KETERANGAN
DAERAH KEGIATAN (OUTCOME) DAN 2028 7026 MaJu JAWAB
KEGIATAN (OUTPUT) Target B Target R
1 2 3 4 5 [ T 8 [l 10 11 12 13 14
Meningkatkan MNial SAKIP OPD % 77,50 7750 BP2RD
Kualitas SAKIP
Parangkat Dasrah
Meningkatnya Persentase Capalan % 100 100
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat
Daerah Daerah Sesual Tanget
JUMLAH PAGUANGGARAN - : eetere R et L | e 10.270.000.000 10.713.540.450 | 12.204.723.900
50201 PROGRAM Terpenuhinya Persentase Capalan 100% 100% 8.970.000.000] 100% 9.992.320.000| 10.648.840.000
PENUNJANG URUSAN |Kebutuhan Penunjang |Kinerja Peranghat
PEMERINTAHAN Pemerintah Daerah Daerah
DAERAH KABUPATEN
50201.201 |Heglatan Perencanaan |Terlaksanannya Presentase % 100% 10.000.000|  100% 1.500.000 10.000.000
|Penganggaran dan Perencanaan, Perencanaan,
Evaluas| Kinerja Penganggaran dan Penganggaran dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Evaluas! Kinerfa
Perangkat Daerah
502.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen | Tersusunaya Dokumen | Jumiah Dokumen dokumen 4 2.000.000 4 300.000 2.000.000 BPZRD RENJA Induk/
Perencanaan Perangkat |Perencanaan Perangkal |Parencanaan Peranghat Perubahan, Buku
Daerah Daerah Daerah Resiko & PK
5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Tersedianya Dokumen  |Jumiah Dokuman RKA- | dokuman 2 2.000,000 1 300.000 2.000.000 BF2RD RKA Induk
Penyusunan Dokumen  |RKA-SKPD dan Laporan |SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan
Pemyusunan Dekumen | Dokumen RKA-SKFD
RKA-SKPD
5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Tarsadianya Dokumen  |Jumiah Dokuman dakumen 2 2.000.000 1 300.000 2.000.000 BP2RD RKA Parubahan
Penyusunan Dokumen  |Perubahan RKA-SKPD  |Perubahan RKA-SKPD
|Perubahan RKA-SKPD  |dan Laporan Hasil dan Laparan Hasi
Koordinasi Penyusunan  |Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan  |Dokumen Perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
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5.02.01.2.01.0008| Koordinasi dan Tersedianya Laporan  [Jumiah Laporan Capaian ran 5 2,000.000 4 300, I
Penyusunan Laporan  |Capeien Kinedadan |Kineri dan [khisar o o g::vmm. D‘D':"m
Capaian Kinerja dan | Ikhtsar Realisasi Kinarja. |Reaiisasi Kineria SKPD Kebijakan & Lap. Ikhisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja |SKPD dan Laporan Hesil [dan Laparan Hasil Realisasi Kinerja SKPD
SKPD Koordinas! Penyusunen |Koordinasl Penyusunan
Laporan Capalan Kinerja |Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisesl  |dan Ikhlisar Realisas|
Kinerja SKPD Kinerla SKPD
5.02.01.2.01,0007 |[Evaluasi Kinerja Terlaksananya Evaluesi |Jumlah Laporan Evaluasi| Laporen 3 2.000.000 3 300,000 2.000.000 BPZRD LKJ, LPPD dan LKPJ
Perangkat Dasrah Kinerja Perangkat Kinerja Perangiat
Dasrah Daserah
5.02.01.2.02 Administrasl Keuangan|Terlaksananya Persentase % 100% 6.506.000.000] 100% TATOADO.000| 7.475.500.000
Perangkat Daerah Pengelolaan Pengelolaan
Administras! Keuangan|Administrasi
Perangkat Daerah Keuangan Peranghat
5.02,01.2.02.0001 |Penyediaan Gafidan | Tersedianya gafidan | Jumiah Orang yang Orang/ | 36 8500000000 72 T4S9500000| 7460500.000] BP2RD  |20PNS+ 1PPPR+
Tunjangan ASN tuniangan ASN menerima Gaji Bulan rencana 2 org PPPK
dan Tunjangan ASN Baru + 1 CPNS +38
= Paruh wakty
5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Tersedianya Laporan  [Jumiah Laperan Laporan 2 2,000,000 2 300.000 2.000.000 BPZRD LAKIP
Penyusunan Laporan  |Keuangan Akhir Tahun | Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tahun | SKPD dan Laporan Hasil |SKPD dan Laparan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan | Koordinasi Panyusunan
Laporan Keuangan Akhir |Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD Tahun SKPD
5.02.01.202.0007 |Koordinasi dan J‘I’ersedianyﬂ Laparan Jumiah Leparan Laporan 3 2.000.000 2 300.000 2.000.000 BPZRD Laporan LRA
Penyusunan Leporan  (Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/ Semasteran
Kzuangan Butanan/ Triwulanan/ Samaesteran |Triwulanan/ Semestaran
Triwulanan/ Semestaran |SKPD dan Laporan 8KPD dan Laporan
SKPD Koordinasi Penyusunan [Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Laporan Keusngan
Bulanan/ Triwulanan/ Bulanan/Triwulanan/
k! deran SKPD Bemesteran SKPD
3.02.01.2.02.0008 |Penyusunen Pelaporan |Tersadianya Dokurnan  [Jumish Dokumen Dakumen 2 2.000.000 2 300.000 2,000,000 BP2RD Laparan Prognosis
dan Anglisis Prognosis  |Pelaporan dan Anglisis  |Pelaporan dan Analisis
Realisasi Anggaran Prognasis Realisas| Prognosis Realisasi
Anggaran Anggaran
502.01.203 |Administrasl Barang |Terlaksananya Persentase % 100% 2,000,000 100% 300.000 2.000.000
Milik Daerah Pada Pengelolaan Pengelolaan
Perangkat Daerah |Administrasi Barang  |Administras] Barang
Millk Daerah pada Millk Daerah pada
Perangkat Daerah Perangkai Daerah
5020120308 |Penetausahean Barang |Teraksananya Jumiah Laporan Laporan 3 2.000.000 2 300000 2.000.000 BPZRD Laporan Semester 1 dan
Mikik Dearah pada SKPD |Penatausahean Barang | Penatausshasn Barang 2
Millk Daerah pada SKPD | Milik Daerah pada SKPD
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5.02.01.2.05 Administrasi Terlaksananya Terlaksananya % 100% £8.000.000
Nepadins Hessersroem s 100% 111.300.000]  122.000.000
Perangkat Daerah Administras! Adminfstrasl
Kepegawalan Kepegawalan
Perangkat Daerah Peranpkat Daerah
§.02.01,2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Tersadianya Pakaian  |Jumiah Paket Pakaian Paket % 12.500.000 1 63.000.000] 000, Penambahan
Dinas Beserta Atibul  |Dines beserta Alribut | Dinas beserta Alributrya B s PHSoTPPP‘Kufa‘
Kelangkapannya Kelengkapan Kelengkapan rencana 2 org PPPK
Baru +1 CPNS +30
Paruh wakiu
5.02.01.2.05.0003|Pendatean dan Terlaksananya Jumiah Dekumen dokumen| 12 2.000.000 12 300.000 2.000.000 BP2RD
Pengolahan Administrasi [Pendataan dan Pendataan dan
Kepegawaian Pengelolaan Administral | Pengolahan Administrasl
Kepegawaian Kepagawaian
5.02.01.2.05.0010|Sosialisasi Persturan | Terlaksananya Jumiah Orang yang orang 80 25.000.000 64 18.000.000 25,000,000 BPZRD
Perundang-undangan  |sosialisasi Peraturan Mengikuti Scsialisasi r
Perundang-Undangan  |Peraturan Perundang-
Undangan
5.02.01.2.05.0011|Bimbingan Teknis Terlaksananya Jumiah Orang yang orang 38 28,500,000 84 32.000.000 32.000.000 BP2RD
Implementasi Pecaturan |Bimbingan Teknis Mangiuti Bimbingan
Perundang-Undangen  |Implementasi Peraturan | Teknis implamentasi
Parundang-Undangan  |Pereturan Perundang-
Undangan
5.02.01.2.06 Administrasi Umum  |Terlaksananya Terlaksananya % 100% 725.100.000] 100% 823.900.000 551.000.000
Perangkat Dasrah jpengelolaan pengelolaan
administrasi umum administrasi umum
perangkat deerah perangkat daersh
5 02.01.2.08.0001 | Penyadiaan Komponen | Tersedianya Kompenen |Jumiah Pakst Komponen| Pakel 4 9.100.000 4 6.500.000 §.100,000 BP2RD
Instalasi Listrik/ Instalasi Instalasi
Penerangan Bangunan  |Listrik/Penerangan Listrik/Pensrangan
Kanlor Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
5.02.01,2.08.0002|Penyediaan Peralatan | Tersadianya Peralatan | Jumiah Paket Peralstan | Paket 1 20.000.000 1 20,000,000 20,000,000 BP2RD
dan Periengkapan Kantor|dan Parlengkapan Kantor|dan Periangkapan
Kanlor yang disediskan
502.01.2.06,0003[Penyediaan Peralatan | Tersedianya Peralatan  |Jumiah Pakst Peralatsn | Pakal 12 5.000.000 12 11,000,000 11.000.000| BP2RD
Rumah Tangge Rumah Tangga Rumeh Tangga yang
Disediakan
5,02,01.2.08,0004 | Penyediaan Bahan Tersedianya bahan Jumiah Paket Bahan Paket 12 60.000.000 12 110.600.000 110.600.000) BP2RD
Legistk Kanlor logistik kanior Logisti Kantor yang
Disediakan
5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Tersadianya Barang Jumiah Pakel Barang Pakat 12 50,000,000 12 80.000.000 £0,000.000 BP2RD
Celakan dan Celakan dan Catakan dan
Penggandaan Penggandaan Penggandaan yang
Disedizkan
5.02.01.2.06.0006 | Penyediean Bahan Tersadianya Bahan | Jumiah Dokumen Bahen | dokumen | 12 asoooo0| 12 4.500.000 4500000]  BP2RD
Bacaan dan Peraturan  |Bacaan dan Peraturan | Bacaan den Peraluran
Perundang-Undangan  |Perundang-Undangan Perundang-Undangan
yang Disadiakan
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5.02.01.2.08.0007 | Penyediaan Bahan/ Tersedianya Bahen/ Jumlah Paket Paket 12 125.500.000 12 101.000.000 125.500.000 BP2RD
Material malerial Bahan/Material yang
Disediakan
5.02.01.2.06.0000| Penyslenggaraan Rapat [Tarlaksananya Jummlah Laporan Laporan 12 450,000,000 12 490.000.000 490,000,000, BPZRD
Koordinasi dan Penyslenggearaan Rapat [Penyelenggarasn Rapat
Konsullasi SKPD Koordinasi dan Koordinasi dan
Konsultasl SKPD Konsultasi SKPD
5.02.01.2.08.0010 |Penatausahaan Arsip  |Terlaksananya Jumiah Dekumen dokumen 1 2,000,000 1 300.000 300,000 BPZRD
Dinamis pada SKPD Penalausshaan Arsip  |Penatausahaan Arsip
Dinemis pada 8KPD | Dinamis pada SKFD
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Terpenuhinya Barang |Presentsse terpenuhl | 100% 100% 34,500,000 100% 0 545 000.000
Millk Daerah Milik Daerah Pengadaan Barang
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemesintah Daerah
5.02.01,2.07.0002 | Pengadaan Tersedianya Jumiah Unit Kendaraan Unit 0 350.000.000 EPZRD 1 {satu) Unit Mobil Uitk
|Kendarsan  Dinas Kendaraan - Dinas Dinas Operasional alau Operesional
Operasional atau Operasional atau Lapangan yang
Lepangan Lepangan Disediakan
5.02.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumiah Paket Mebel unit 0 35.000.000 BPZRD Kursi Tamu/Rapat
yang Disediakan
502 01.207.0008|Pengadaan Paralatan | Tersedianya Perslatan  |Jumiah Unit Peralatan Unit 10.000.000 0 20.000.000 BPZRD Alat UkurfAlat Studio
den Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya - dan Masin Lainmya yang
Disediakan
5.02.01.2.07.0003 |Pengadaan Gedung Tersedianya Gedung Jumlah Unit Gadung unit 10.000.000 0 75.000.000 BPZRD Pembuatan WC di ruang
Kanior atau Bangunan - |Kantor etau Bangunan  |Kantor atau Bangunan rapat
Lainnya Lainnya Leinnya yang Dissdiakan
502 01.207.0010|Pengadaan sarana dan | Tersedianya sarana dan |Jumish Unit Sarara dan | unit 1 4.500.000 0 15.000.000 BPZRD Pangadaan AC
prasarana gedung kantor |prasarana gedung kantor |Prasarana Gedung
atsu bangunan lainnya  |atau bangunan lainnya - |Kantor alau Bangunan
Leinnya yang Disediakan
5.02.01.207.0011|Pengadaan Sarana dan |Tersadianya Sarana dan |Jumiah Unit Serana dan | unit 1 10.000.000 i 50.000.000 BPZRD Tempat Parkir
Frasarana Pendukung  |Presarana Pendukung |Prasarsna Pendukung
Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Dizadiakan
5.02.01.2.08 Penyedisan Jasa Tersedlannya Jasa Persentase [asa Bulan 12 1.475.180.000 12 1.536.380.000)  1.588.880.000
Penunjang Unusan penunjang urusan penunjang urusan
Pemerintahan Daerah |pemerintahan daerah  |pemerintahan daerah
5.02.01.2.08.0001 i?ﬂlyedlaun Jasa Surat- | Terlaksananya | Jumlah Laporan Laporan 1 3,000,000 1 2.000.000 3,000,000 BPZRD
Menyurai Panyediaan Jasa Surat |Penyediaan Jasa Surat
Manyurat Manyural
5.02.01.2.08.0002| Panyediaan Jasa Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Laporan 12 326.000.000 12 385.000.000 385.000.000 BPZRD Jasa Telepon, Listrik,
Komunikesi, Sumber  |Komunikasi, Sumber  |Penyedisan Jasa ISP PBE dan biaya
Daya Ait dan Listrk [ Daya Alr dan Listrik Komunikasi, Sumber pendempingan apiikasi
Deya Alr dan Listrik yang VITEX
Disediakan

B8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

502.01.2.08.0003 |Penyedisan Jasa Tersedianya Jesa | Jumish Leporan 2 20.000.000 2 8.500.000 20.000.000 BPZRD Service + Suku Cadang
Peralatan dan Peralatan dan Panyediasn Jasa Komputer, Laptop,
Perlengkapan Kentor  |Periengkapan Kantor  |Peralatan dan prinet
Perlengkapan Kanlor
yang Disediakan
9.02.01.2.08.0004 | Penyediazn Jasa Tersedianya Jasa Jumiah Laporan 12 1126.180000) 12 [1.160.880.000,00|1,160.880.000,00] BFZRD |39 PHL
Pelayanan Umum Kantor |Palayanan Umum Kantor |Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yeng Disediakan
5.02.01.2.08 Pemellharaan Barang |Terlaksananya Terpeliharanya Barang 12 149.240.000 12 28.540.000 74.460.000
Millk Daersh pémeliharaan Barang |Millk Daersh
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah  |Penunjang Urusan Pemerintahan Daarah
Pemerintahan Daersh
5.02,01,2.09.0002 |Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Jumiah Kendaran Dinas 2 126240000 22 5.000.000 43.060.000 BPZRD 12 unit motor (karena 7
Pemekiharaan, Biaya Pamalihataan, Biaya Operasional atau unit mir + | mbl double
Pemeliharaan, Pajak dan |Pemeliharaan, Pajek dan |Lepangan yang cabin akan dislang)
Perizinan Kendaran Perizinan Kendaran Dipalihara dan
Dinas Oparasional atau  |Dines Operasional atau  |dibeyarkan Pajek dan
Lepangen Lapangan Perizinannya
5.02.01.2.08.0009 | Permelnaraan/ Tedaksananya Jumizh gedung kanter 3 7.500.000] 3 15.000.000 15.000.000 BP2RD 1 unit pedung kanter, 1
Rehabilitasi Gedung pemaliharaan/ rehabiltasi| dan bangunan lainnya unit gedung UPT Jebus
Kantor den Bangunen  |gedung kentor dan yang Dipafihara/ & 1 unit gedung rapat
Lainnya bangunan leinnya Cirahabiitasi |_
5.02.01.2,09.0010|Pemsliharan/ Rehabilitasi| Terlaksananya Jumiah Serana dan 14 15,500,000 14 3.540.0& 15,500,000 BFZRD Pemsiiharaan AC
Sarana dan Prasarana  |Pemefharsan/ Prasarana Gedung
Gedung Kenloratay  |Rehabilitasi Serana.dan |Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Presarana Gadung Leinnya yang Dipelihara/
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Meningkatnya Meningkatnya Nilal DOFD 543 54
Kemandinian Pendapatan
Keusngan Daerah |Daerah
Capalan Pajak dan 48,84 43,84
Retribusl Daerah
Terhadap PAD
5.02.04 PROGRAM Peningkatan Pajak Persentase I42% 1.300.000.000) 3,42% 721520450 1.555.883.900
PENGELOLAAN Daerah Peningkatan Pajak
PENDAPATAN Daerah
DAERAH
Peningkatan Retribusl |Persentase 284% 2,84%
Daerah Peningkatan Retribusi
Daersh
5.00204 Keglatan Pangelolaan |Terlaksananya Jumlah 17 454.000.000 17 158.114.150|  454.000.000
|Pendapatan Daerah  |Pengelolaan dan Dokumen/Laparan
Pengembangan Pengelolaan dan
Pendapatan Daerah  |Pengembangan
Pendapatan Daerah
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Terlaksananya Jumilah Laporan| 20 392.000.000 0 332.111.800| 647.883.900
Pengolahan dan Dokumen/Laporan
Evaluasi Data Pajak  |Pengolahan dan
Daersh Evaluasl Data Pajak
Daerah
Terlaksananya Jumiah Laporan [ 454,000,000 [ 231.284,500 454,000.000
Penyelesalan Pajak | Dokumen/Laporan
Daerah dan Pajak dasrah,
Pemariksaan serta Penyelesalan Pajak
Pengawasan Pajak daerah dan
Daerah Pemeriksaan seria
pengawasan pajak
|daerah
Perencanaan Tersadienya Rencana  [Jumiah Dokumen Dokurmen| 1 19.000.000 1 7.000.000 19.000.000 BPZRD
Pangelolaan Pajak Pengelolaan Pajak Rencana Pengelolaan
Daergh Daerah Pajak Daareh
Analisa dan Tersadianya Hasi Analis |Jumlah Dokumen Hasl | dokumen| 3 £4.700.700 3 24.768.000 94,700,700 BP2RD
Pengembangan Pajak  |Pajak Dasrah serta Analis Pajak Dasrah
Daerah, serta Iariaksananya sarta Pengembangan
Penyusunan Kebijakan  |Pengembangan Pajak  |Pajak Daerah dan
Pajak Daerah Daerah dan Kebjakan  |Kebijakan Pejak Darsh
Pajak Dasrah
Penyuluhan dan Terlaksananya Jurmiah Laparan Laporan | 2 540557000 2 46,400,000 54.055.700 BPZRD
Penyebariuasan Penyulshan dan Pelaksanaan
Kebijakan Pajak Daerah |Penyebariuasan Panyuiuhan dan
Kebijakan Pajak Daersh |Penyebaruasan
Kebijakan Pajak Deerah
Penyediaan Sarana dan |Tersedienya Serana dan |Jumlsh Sarana dan Unit 2 10.000.000 2 20,000,000  10.000.000 BPZRD
Prasarana Pengelclaan  |Prasarana Pengelclaan | Prasarana Pengelolaan
Pajak Daerah k Dasrah Pajak Dasrah
Pendataan dan Tersadianya Data Objek [Jumish Laporan Hasi Laporan 2 124.802.000 2 68,193.200) 124.502.000 BPZRD
Pendaftaraan Objek Pajak, Subjek Peiak dan |Pendataan dan
Pejak Daersh Wajib Pajak Daerah  |Pendafiaran Objek Pajak
Daerzh, Subjek Pajak
dan Waijb Pajak Daerah
5.02.04,2,01.0006| Pengolahan, Tarlaksananya Jumiah Laporan Hasil Laporan 12 184 498 000 12 55.370.950 184.498.000 BPZRD
Parmadharaan dan Pengolahan, Pengolahan,
Pelaporan BasisData  |Pemeliharaan dan Pameliharaan, dan
Pajak Daaerah Pelaporan Basis Data | Pelaporan Basis Dala
Pajak Daersh Pajak Dasrah
5.02.04.2.01,0007 | Penilaian Pajak Bumi dan| Terpenuhinya Jumiah | Jumiah Objek Pajak Obyek | 5.080 £5,140,000) 5.080 300000 55.140.000 BP2RD
Bangunan Pedesaan dan|Objek Pajak yang yang disesuaikan Pajak
Perkotaan (PBBPZ) serta | disasuakan NJOPnya  |NJOPnya
Bea Perolehen Hek atas
Tanah dan Bangunan
(BPHTH)
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5,02.04.2.01.0008 [Penstapan Wajib Pajak | Tersedianya Dokumen | Jurmlah Dokumen 2 mﬁwmﬁr— 2 7.250.000 50560000]  BPZRD
Dasrah Ketetapan Pejak Daerah |Ketetapan Pajak Daerah
65.02,04.2.01.0009 | Pelayanan dan Tersedianys Layanan  |Jumiah Layanen dan 12 10,000,000 12 0 10.000.000 BPZRD
Konsultasi Pajsk Daerah |dan Konsultasi Pajgk  |Konsullasi Pajak Daereh
Daerah
5,02.04.2.01.0010|Peneltian dan Verfikasi [Tarlaksananya Penelitian |Jumiah Data Pelaporan 11 187.788.100, M 135.945.800 187.798.100, BPZRD
Data Pelaporan Pajak  |dan Verifikasi Data Pajak Daarah yang telah
Deerah Pelaporan Pajak Dasrah |diiskukan Peneliian dan
Verifikasi
5.02.04.2.01.0011 |Penagihan Pajak Dasreh | Terlaksananya Jumiah Dokumen Hasil 2 246.837.000 2 188.310.500 246.837.000 BPZRD
Panagihan Pajek Deerah |Pelaksanaan Penagihan
Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan | Tarieksananya Jumiah Dokumen Hesil 2 87.163.000 2 2.800.000 97.163,000 BPZRD
Pajak Dasrah Penyelesaian Keberatan |Penyelesaian Keberatan
Pajak Daergh Pajak Daereh
5.02.04.2.01.0013|Pengendalian, Terlaksananya Jumiah Dokumen Hasil 2 110.000.000 2 40.184.000 110.000.000 BPZRD
Pemariksaan dan Pemeriksaan serta Pemeriksaan serta
Pengawasan Pajak Pengendalian dan Pengendalian dan
Daerah Pengawasan Pajak Pengawasan Pajak
Daersh Daarah
§.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Terlaksananya Jumniah Laporan Hasil 4 55,445,500 4 125.000.000 311.329.400 BPZRD
2 Pengawasan Pembinaan dan Pembinsan dan
Pengelolaan Pajak Pengawasan Pengawasan
Daerah dan Retribusi  |Pangelolsan Rembusi | Pangelolaan Retribusi
Daerah Daetsh Daerah

e

Miwani, S.E.

NIP. 19800824 200604 2 026
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, M_entok
Telepon/Faximile (0716) 7323033, Emall : bpprd.bangkabarat@gmail.com, Website :
bp2rd.bangkabaratkab.go.id - Kode Pos 33351

—__—-——————_.__—_____——5————'—————'———’_____—-————-————'_=s

Mentok, 06 Desember 2024

Yth. BAPPERIDA Kabupaten Bangka Barat

di
Tempat
SURAT PENGANTAR
Nomor :700.1.2/ 514 /BP2RD/2024
No. Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan Banyaknya Keterangan
I. | Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja 1 (Satu) Buku Eisampaikan
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 BP2RD henga;\
Kabupaten Bangka Barat ormat,
kiranya dapat
ditindaklanjuti
Terima kasih.
Pengirim
Diterima Tanggal 06 [ 3024 an. Kepala Badan Pengelolaan
Yang Menerima g:#(a;l;tgzr; Retribusi Daerah

SANUEH%, S.H

PEMBINA TK. I/IVb
NIP 197909162005011009
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